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ABSTRAK

ANDI HASANUDDIN (B111 04 032), tinjauan hukum Tentang
Netralitas Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pemilihan Umum Kepala
Daerah Suatu Kajian Terhadap PILKADA PALOPO{di bawah bimbingan
Prof. Dr. H.Syamsul Bachri, S.H.M.5 dan Naswar Boiari, S.H. M.H).

Penelitian ini berfujuan untuk mengetahui pelaksanaan
ketentuan hukum tentang netralitas pegawai negeri sipil dalam
pemilihan kepala daerah di kota palopo, disamping itu juga unfuk
mengetahui penegakan ketentuan hukum tentang pegawai negeri
sipil dalam pemilihan kepala daerah di kota palopo ;

Penelitian dilaksanakan di kota palopo Sulawesi Selatan dengan
lokasi penelitian pada kantor walikota palopo,dimana penulis mengambil
data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian baik berupa
wawancara langsung terhadap narasumber dilapangan serta berupa data
lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu
literatur dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang
harkaitan dengan masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan ketentuan hukum tentang netralitas pegawai
negeri sipil pada pemilihan kepala daerah di kota palopo, dapat dilihat
pada realltanya seorang pns harus netral, atau tidak berpihak kepada
salah satu pasangan calon atau kandidat pada ajang Pilkada dan segala
ntimidasi ataupun godaan yang  dijanjikan kepadanya. demi
terselenggaranya pemilinan yang jujur dan adil. Adapun aturan penegakan
katentuan hukum tentang netraiitas pegawai negeri sipil dalam pemilinan
kepala daerah di kotz palopo yang bila dilanggar berujung pada sanksi
atau pendisiglinan yang dijatunkan kepada PNS yang melanggar, dimana
telah diatur dalam Undang-undang yang menyangkut akan pendisiplinan
PNS.

Vi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No 32 Tahun 2004, telah
banyak terjadi perubahan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia, Sistem
pemerintahan yang sebelumnya begitu sentralistik, secara perlahan mulai
menuju ke arah yang lebih desentralistik. Satu persatu hwenéngan
pemerintah pusat ditanggalkan dan harus direlakan menjadi kewenangan
pemerintah daerah.

Satu hal yang paling berubah secara signifikan dengan berlakunya
Undang-undafg Nomer 32 Tahun 2004 ini adalah mengenai pemilihan kepala
daerah. Agenda reformasi digulirkan dengan tujuan mewujudkan iklim yang
lebih demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat
diwujudkan dengan mengembalikan kedaulatar: ke tangan rakyat. Celama ini
yang terjadi adalah kedaulatan seakan-akan berada di tangan partai politits.
Saru-satunya hak politik yang dimiliki oleh rakyat adalah pada saat memilih
orang yang akan mewakili mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat
maupun daerah, melalui Pemilihan Umum. Bahkan yang dipilih rakyat itu
hanya gambar, bukan langsung orang yang mereka percayai. Sesudah itu.
Kedaulatan beralih kepada mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat yang

pada kenyataanya justru lebih sering mengutamakan kepentingan pribadi dan
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partai daripada memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilih mereka.
Oleh sebab itu untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem

pemilihan kepala daerah diubah menjadi pemilihan secara langsung.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan salah satu
langkah maju dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal, Kebangkitan
demokrasi politik di Indonesia yang diawali oleh pilkada langsung ini
merupakan upaya membangun fondasi demokrasi di Indonesia

Namun pelaksanaan pilkada yang sudah masuk pada tahun ke dua
sejak awal berlangsungnya pada tahun 2005 lalu, telah menampilkan wajah
yang dinamis sebagai potret atas praktek demokrasi langsung yang
dipraktekkan dalam ruang otonomi daerah pada bingkai negara kesatuan.
Sejumlah catatan evaluasi diberikan ocleh berbagai pihak dalam menyoroti
problematika yang terjadi selama pelaksanaan pilkada berlangsung.

Pemilihan secars langsung bukaniah hal yang baru bagi rakyat
Indonesia, karena sebelumnya 1_:elah dilaksanakan pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung juga. Namun pemilihan kepala daerah
secara langsung merupakan hal yang berbeda, mengingat besarnya
kewenangan daerah sejak bergulirnya otonomi daerah. Kepala daerahlah
yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu
daerah. Dengan kata lain masyarakat lebih banyak berharap kepada kepala

daerah dalam memperbaiki kondisi yang telah ada di daerah.

bk



Agar pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan
menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan
masyarakat, dibutuhkan sistem, prosedur dan perangkat yang tepat
Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari
peranan aparat pelaksananya, yaitu Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD)
beserta jajarannya, mulai dari Sekretariat, Panwas, PPK sampai pada FPS.
Aparat yang profesional, kompeten dan netral akan dapat mewujudkan
pemilihan kepala daerah secara jujur dan adil.

Namun menjelang pelaksanaan Pilkada netralitas aparai PNS justru
banyak dipertanyakan. Hal itu bisa dimaklumi mengingat sejarah birokrasi
Indonesia yang selama lebih dari 32 tahun dijadikan tunggangan politik cleh
golongan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada satu sisi,
Pegawai Negeri Sipil adalah aparat pemerintah yang dituntut untuk bersikap
netral dalam pelaksanaan tugasnya, sedangkan di sisi lain mereka juga
anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan poliis maupun
ekonomis tersendiri menyangkut siapa yang akan terpilih. Seringkali terjadi
kepentingan-kepentingan tersebut lebih dominan sehingga apa yang
diharapkan sebagai pemilihan yang jujur dan adil bisa terancam.

Eerbagairkepenttngan yang berperan dalam mengancam netralitas
aparat, ierutama yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, bukaniah hal
yang baru. Metralitas Pegeawai MNeger telah mengalami distorsi sejak

pertengahan pemerintahan Orde Lama. Pada masa itu tiga aliran politik yaitu



nasionalis (PNI), agama (Masyumi) dan komunis (PKI) berlomba-lomba
menanamkan pengaruhnya terhadap aparat birokrasi dan menggunakan para
pejabat birokrasi sebagal building block organisasi mereka. Ketiga partai
besar ini memiliki massa pengaruh dan massa pendukung di setiap
departemen, atau bahkan mendominasi suatu departeman. Sebagai contoh
PNI, partai ini memiliki organisasi massa yang berafiliasi secara politis kepada
PNI hampir di setiap instansi pemerintah atau dengan kata lain FNI menjadi
kekuatan yang besar karena didukung oleh birokrasi, Demikian juga dengan
PKl. PKl bahkan memiliki sekitar 111 organisasi massa termasuk pada
instansi pemerintah seperti Serikat Buruh Kementerian Pertahanan, Serikat
Buruh Departemen Perburuhan, Persatuan Guru Non Vak Central dan Serikat
Sekerja Pegawai Negeri. Hal tersebut mencerminkan betapa besarnya
intervensi kepentingan politik dalam kehidupan birckrasi kita pada saat itu.

Masalah kepegawaian daerah merupakan salzh satu isu crucial dalam
penataan birokrasi daerah. Secara umum, sistem kepegawaian di Indonesia
belum menunjukkan bentuknya yang solid dan final karena beberapa
kelemahan yang dihadapi: seperti lemahnya sistem pengadministrasian,
renumerasi, rekrutmen, pembinaan dan pengembangan pegawai.

Selain hal-hal tersebut di atas, dinamika profesionalisme pns darn
periode ke periode menunjukkan arah yang lamban. Salah satu alasan
pokoknya selain masih rendahnya tingkat pendidikan pns, juga mereka

mengalami politisasi yang cukup lama. Penambahan jumiah pns yang sangat
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besar selama era Orde Baru bukan dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, melainkan untuk mendukung kemenangan
kontestan tertentu dalam pemilu. Sebagai akibatnya, pns tidak pernah netral
secara politik, karena mereka secara otomnatis menjadi anggota organisasi
sosial politik tertentu yang mendukung kekuasaan pemerintah. Akibatnya,
pelayanan publik terabaikan. Meialui kebijakan monoloyalitas pns, misalnya,
mereka dituntut loyal pada penguasa ketimbang masyarakat. “Abdi
masyarakat" dan "abdi negara” menjadi iargon belaka.

Dengan fenomena seperti itu menyebabkan sistem kepagawaian
Indonesia sangat tidak profesional dalam melaksanakannya fungsinya
sebagai pelayan publik dan pelaksana pembangunan, dan tidak netral secara
politik dalam pilkada. Upaya untuk menjadikan birokrasi Indonesia profesional
dan netral kedepan seiring dengan munculnya gerakan reformasi 1998.
Gerakan reformasi menuntut dihapuskannya KKN dalam birokrasi dan
penciptaan clean and good govermance. Bahkan uniuk mewujudkan hal
tersebut Departernen Penerangan membubarkan Korpri (1998) dan
Departemen Kehutanan menyerukan gerakan netralitas birokrasi . Meskipun
belum maksimal dampaknya terhadap peningkatan kualitas birc_-krasi.
setidak-tidaknya gaungnya sampai ke daerah-daerah di Indonesia.

Mencermati berbagai pandangan tersebut, skripsi ini berusaha
mendeskripsikan masalah-masalah yang terjadi dari rangkaian pelaksanaan

pilkada, sekaligus menawarkan sejumiah catatan yang mungkin dapat
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menjadi pillhan alternatif solusi, khususnya dalam melakukan perubahan
mendasar dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenail

masalah pilkada ini.

B. PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka permasalahan ini

sangat komipeks karena dapat berpengaruh pada pegawai negeri sipil dalam

berbagai sisi kehidupannya. Dari segi praklisnya, dapat dikaitkan dengan

tugasnya sebagai aparat pemerintah yang akan berpengaruh pada

produktifitas, ‘profesionalisme dan maotifasi kerjanya. Tetapi padga penelitian ini

akan difokuskan pada permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan

politik pegawai negeri sipil dengan mengangkat permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan hukum tentang Netralitas PNS3
Didalam PILKADA di kota PALOPO?

2, Bagaimanakah penegakan ketentuan hukum tentang Netralitas PNS
Didalam PILKADA di kota PALOPO 7

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan ftujuan penelitian

sebagal berikut @

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui bagairnanakah pelaksanaan ketentuan hukum, seorang

PNS harus bersikap netral didalam PILKADA di kota PALOPO.
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2 Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan ketentuan hukum, seorang
PNS harus bersikap netral didalam PILKADA di kota PALOPO.

Kegunaan penelitian :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pegawai negeri sipil
pada umumnya dan pegawal neger sipil di linkungan Kantor Walikota
Palopo Propinsi Sulawesi Selatan dalam operasionalisasi pelaksanaan
tugasnya.

2 Penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk menambah pengetahuan

dan memperluas wawasan khususnya yang memfokuskan studinya pada

netralitas pegawai negeri sipil.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pegawai Negeri Sipil
1.Pengertian

Sesuai dengan lingkup struktual pemerintah Negara Indonesia sebagai
salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat dibagi atas
beberapa jenis pegawai sebagai sumber daya manusia dari pemeriniah
Negara Indonesia, termasuk pegawal negeri sipil sebagai bagian dari pegawai
negeri. Defenisi pegawai negeri sipil pun tidak dapat dipisahkan dari
pengertian pegawai negeri itu sendiri.

Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai,
yang diberi awalan ke dan akhiran an sehingga mengubah arti kata asalnya
seperti yang dikemukakan oleh ® Bucharl zainun sebagai “ berikut :

Pegawal adalah kata benda berupa orang-orand atau sekolompor
orang yang mempunyai status tertentu, karena pekerjaannya pegawai pun
dalam bahasa ijawa dari kata gawai atau keria, sedangkan kepegawaian
berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait dengan pegawai
yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk menjadi urusan
organisasi ini. Ini berarti bahwa apa yang tercakup dalam kepegawaian itu
berbeda untuk setiap organisasi baik secara kuantitatii maupun kualitatif,

Pengertian ini jika dikaitkan dengan keberadaan negara sebagai suatu
organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawal negeri yang akan

malaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dalam

konteks ini, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staf pada
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organisasi pemerintah maupun instansi perusahaan milik Negara dan segala
sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang diatur dan harus sesuai
dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok pokok
kepegawaian disebutkan bahwa .

Pegawai negeri adalah setiap warga Negara republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tigas

Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan per undang-undangan yang
berlaku.

Dari konsep ini pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut :
Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Digaji menurut peraturan pemerintah. .
- Dipekerjakan dalam jabatan negeri.
Pengertian pegawai negern juga dapat dilihat pada penjelasan
moekidjat yang melihatnya dari perspekdif administrasi dari pemerintahan.
Pegawai neger adalah mereka yang diangkat dalam jabatan
pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diber gaji anggarar;
belanja negara, maka anggaran be'anja pegawai serta segala sesuatu
harus menurut peraturan yang berlaku.
Karena gaji pegawai negeri dialokasikan dari APEN, maka secara langsung
pegawai negeri digaji oleh rakyat Indonesia. Konsekuensi logisnya kemudian
adalah servis kepﬁda rakyat harus baik dan memuaskan khususnya pegawal

negeri sipil yang lebih banyak bersentuhan dengan rakyat Olehnya itu

diperiukan dedikasi tinggi bagi pegawai negeri sipil terhadap Megara dan
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pemilik kedaulatan negara. Pegawai neger sipil yang dimaksud disini adalah
pegawai negeri yang diatur dalam Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian pasal 2 ayat 1 bahwa pegawai negeri terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia

¢. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Secara substansial pengertian pegawai neger dengan pegawai negeri sipil
tidaklah berbeda. Hal-hal yang merupakan ketentuan umum bagi pegawai
negeri juga berlaku bagi ketiga jenis ini, perbedaan nyata bahwa masing-
masing mempunyai induk organisasi yang berbeda. Perbedaar induk
organisasi akan menyebabkan perbedaan wewenang dalam melaksanakan
tugas-tugasnya, dan peraturan-peraturan khusus yang menyangkut
organisasinya serta status kepegawaian yang meiekal padanya. Wenurut
Buchari Zainun pegawai negeri sipil dalam lingkup kepegawaian sipil yaitu
mereka yang merupakan orang-orang sipil yang bertugas pada beraneka
ragam organisasi pemerintah baik pemerintah pusat, pemearintah daerah,
pemerintah desa, pegawali negeri yang bertugas di luar negeri.
2. Kategori pegawai negeri sipil

Dalam undang-undang No. 43 tahun 1998 disebutkan bahwa pegawai
negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil

daerah.
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a. Pegawai negeri sipil pusat

Pegawai negeri pusat adalah PNS yang digajinya dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja Negara dan bekerja pada departemen,
lembaga pemerintah non  deparlemen, kesekretariatan, lembaga
tertinggiftinggi  negara, institusi  vertikal di  provinsikabupaten/kota,
kepaniteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas
negara lainnya (lihat penjelasan undang-undang No. 43/1388).

Secara rinci dapat diutarakan lokasi tempat pegawai negeri sipil pusat
bertugas sebagai berukut

Depariemen pemerintah  bernomenkiatur  yang terdii  dari

departemen dan kantor menteri {menteri Koordinajor dan menter

=

negara)

Sekretariat lembaga-lembaga negara dan sekretariat negaral
kabinet
. Lembaga negara pemerintah non departemen dan perwakilannyz di
daerah

Kantor wilayah departemen/direktorat jenderal di lingkungan

Depdagri berupa direkiorat, sub-sub direktorat dibawahnya

Lingkungan perwakilan Rl di luar negeri dan beberapa perwakilan

instansi di luar negeri
- Lingkungan pemerintah wilayah

- Diperbantukan pada BUMN/BUMD
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- Diperbantukan pada pemerintah daerah

- Ditugaskan, dipekerjakan diberbagai lembaga Megara dan instansi
pemerintah lain diberbagai lembaga semi pemerintah, di yayasan-
yayasan, instansi internasional dalam maupun luar negeri

- Ditugaskan pada proyek-proyek pemerintah

_  Diistirahatkan karena berbagai macam alasan (tidak diberi tugas)

Jabatan negeri diberbagai lokasi yang ditempati PNS ini terdiri atas
jabatan struktual dan fungsional dengan beraneka ragamnya tempat tugas
dan keberadaan PNS pusat ini, maka dapat diperkirakan bahwa lingkup
kepegawaian mereka yang menjadi urusan resmi pemerintah dan instansi-
instansi tempat mereka bertugas itu akan beriainan antara satu dengan
lainnya, walaupun prinsip dan peraturan pada dasarnya mungkin sama yang
seharusnya atau memang yang diperlakukan terhadap mereka.

Kalau diperhatikan kenyataan manfaat atau kenikmatan yang
dirasakan oleh seluruh pegawal negeri sipil pusat sesual dengan
kelompok/lokasi, dimana mereka bertugas itu akan benar-benar terbukti
betapa beraneka ragamnya isi dan materi kepegawaian. Bahkan diantara
sesama instansi pemerintah pusat seperti departemen dengan departemen
atau antara satu pegawai dengan pegawai | sinnya, dalam instansi yang sama
sungguh kadang-kadang periakuan dan prakiek kepegawaian yang
dilaksanakan menunjukkan perbedaan. Hal ini disebabkan karena masing-

masing pimpinan instansi atau satuan organisasi iu menentukan dan

\
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menetapkan kebijaksanaan kepegawaian yang bersifat lokal disamping atau
diatas ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil pusat.

b. pegawai negeri sipil daerah

Situasi menegenai pegawai negeri sipil doerah ini tidak banyak berbeda
dengan hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil pusat karena
keduanya tergolong kedalam satu kelompok, yaitu pegawai negeri sipil yang
dinilai dan dikembangkan dalam lingkup pegawai negeri sipil daerah ini
adalah jabatan-jabatan fungsional seperti pada PNS pusat, yang berarti
bahwa jabatan-jabatan negeri yang terdapat pada berbagai satuan organisasi
administrasi pemerintah daerah yang mungkin sudah membutuhkan jabatan
itu dengan para pejabatnya yang sesuai sampai saat ini belum ada yang
memprakarsai untuk mengembangkannya.

Lokasi tempat/satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah
yang berada dibawah pemerintah daerah dimana pegawai negeri sipil itu
bertugas adalah sebagai berikut °

. sekretariat daerah yang juga berperan sebagai sekretariat wilayah

daerah dengan seluruh jajaran organisasi dilingkungannya terdin dan
asisten, biro, bagian, sub bagian dan mengatur sampai pada
sekretariat daerah/kota.

- bapeda propinsi, kabupalen/kota dan satuan-satuan dilingkungan

masing-masing seperti bagian, bidan;, sub bagian dan seksi.

13



e ms W —rrr

e ——

. ltwilprop, Itwilkab, Itwilkot dengan satuan jajaran organisasi dan satuan
jajaran seperti itu dan pemeriksa.

. BPKMD baik ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota dengan jajaran
satuan organisasi dilingkungan masing-masing.

- Bank Pembangunan Daerah atau BUMD lainnya sesual dengan
keberadaanya baik ditingkat propinsi maupun kabupatenfkota.

- Dinas-dinas otonom yang mungkin dapat Jdikatakan sebagal lokasi atau
tempat yang sepenuhnya harus hanya diisi oleh pegawai daerah.

. Satuan-satuan lain yang tidak termasuk kepala salah satu organisasi
tersebut diatas seperti proyek.

Karena PNS daerah ini tetap merupakan bagian dari pegawal negeri
sipil, maka tentunya seluruh ketentuan mengenai PNS secara otomatis
berlaku juga buat mereka dan PNS pusat hanya saja yang perlu diperhatikan
menurut Buchari Zainun adalah :

viereka beriugas diberbagai saluan organisasi yang untuk sualu

daerah =aja sudah mungkin berbeda, apalagi yang berbeda lokasi fisik

daerahnya perbedaan antara satuan organisasi ini juga berbeda antar
daerah, apalagi untuk daerah yang memang secara formal
diberlakukan lain dalam beberapa aspek kepegawaian,

Perbedaan atas dan pada pegawai negeri sipil daerah hanya akan
mempunyai rmkna bilamana daerah itu merupakan daerah yang benar-benar
:::lr.:anr;:r;, dimana setidak-tidaknya persentasi APBD lebih banyak berasal dari

pendapatan asli daerah dan beban tugasnya. Serta kegiatannya bersifat

otonom sesuai dengan arti formalnya dalam peraturan per undang-undangan
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serta dalam kenyataan sebeanarnya [realitas). Untuk i, wewenang dan
tanggung jawab kepegawaian terhadap PNS daerah secara hirarkis didaerah
menjadi wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pengandalian
terhadap pegawai negeri sipil didaerahnya demikian pula hainya dengan
bupati, walikota dan gubernur terhadap PNS daerah diwilayah kerjanya dan
satuan organisasi yang lebih rendah daerah tempat PNS daerah pusat itu
bertugas termasuk PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerakan kepada

daerah otonom.

Pelaksanaan pemerintahan dengan titik berat otonomi didaerah, maka
perlu diupayakan perubahan jabatan-jabatan karier yang lebih dan semakin
menarik dalam bidang kepegawaian. Upaya-upaya tersebut antara laim:

- meningkatkan jabatan eselon dan setwilda di kabupaten/kota sebagai
jabatan karier tertinggi

. memberi berbagai alat rangsangan lainnya kepada mereka yang
bsrp-restasi dan berkualitas untuk bekerja di lingkungan kabupaten/kota
seperti tunjangan khusus terutama didaerah terpencil tetapi
mempunyai potensi untuk maju dan dimajukan.

- Mengembangkan pola jabatan yang mempunyai formasi terbuka
seperti menjadikan jabatan — jabatan dibawah kepala daerah atau
dibawah setwilda di kabupaten/kota sebagai jabatan fungsional.

Untuk daerah yang mempunyai potensi yang memadal dalam

heratonomi terutama dari segi potensi alam, ekonomi dan henar-benar sudah
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diadakan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah barulah dépa’c
dikermbangkan dan dimantapkan adanya pegawai negeri sipil daerah. Dengan
kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintah dengan asas
desentralisasi, maka pegawai negeri sipil baik pusat maupun daerah menjadi
sangat urgen keberadaan dan tugas-tugasnya dikemudian hari.

3. hak-hak pegawai negeri sipil

E Kedudukan pegawal negeri sipil sebagal aparat pemerintah, abdi
Negara dan masyarakat dalam menjalankan lugas-lugas pemerintah dan
pembangunan, pada hakekainya menunjukkan bahwa antara pegawai negerl
dengan masyarakat terdapat suatu hubungan kerja. Terhadap pola hubungan
ini logeman mengemukakan teorinya atas dasar ukuran materil bahwa
pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas
dengan Negara.

Dalam hubungan dinas itu mereka harusiwajib melakukan jabatan-
jabatan yang ditugaskan kepada mereka. Hubungan ini ada bila seseorang itu
(pegawai) mengikatkan diri untuk menundukkan dirinya pada pemerintah dari
perintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam Jabatan terientu yang
kemudian dihargai dengan gaji dan beberapa keuntungan lainnya.

Pemberian gaji merupakan hak yang harus diterima pegawal sebagai
imbalan atas kerja yang dilakukan disamping hak-hak lainnya dari pemberi
kerja (negara), seperti yang dikemukakan ocleh Ninik Widayanti dan Basri

dikatakan bahwa pemberi kerja secrang pegawai neger dindonesia adalah
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Negara sedangkan pemberi kerja seorang pegawai swasta adalah seorang

lain atau sekumpulan orang lain.

Oleh karena itu untuk mengetahui hak-hak pegawai negeri sipil

diindonesia maka harus dilihat peraturan tentang kepegawaian yang

dikeluarkan oleh pemerintah yaitu UU No 13 tahun 1899, hak-hak PNS dalam

peraturan ini diatur dalam pasal 7,8,9 antara lain

setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan
beban pekerjaan dan tanggung jag.rabmra dan harus mampu memacu
produktifitas dan menjamin kesejahieraannya.

Setiap pegawai negeri berhak atas cuti,

Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan
!-carer:-a menjalankan kewajibannya berhak memperoleh perawatan.
Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani
dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya Yyang
mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga
berhak remperoleh tunjangan.

Setiap pegawal negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh
uang duka

Setiap pegawal negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan berhak atas pensiun.
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Pemberian hak-hak ini dinarapkan dapat menjadikan pegawai negeri
sebagai aparat yang profesional, adil dan beretika dalam menyelenggarakan
pelayanan, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan seria bebas dari
praktek kolusi, kerupsi dan neputisme.

Pada diri pegawai negeri, selain melekat status pegawal juga
merupakan warga Negara yang hidup ditengah dan bersama warga MNegara
lainnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku kepada warga Negara
tersebut, Karenanya pada dirinya melekat hak-hak yang tidak dapat diganggu
gugat oleh siapapun dan harus dijamain oleh Negara untuk mempertahankan
eksistensinya baik sebagai manusia maupun sebagai warga Negara.

indonesia sebagai Negara yang mendasarkan dirinya atas hukum dan
bukan atas kekuasaan belaka (Negara konstitusional), selalu berusaha
melaksanakan pancasila dan Undang-undang 1945 secara murni dan
konsekwen. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara diwarnai oleh pengamalan nilai-nilai  yang
terkandung didalamnya termasuk pelaksanaan hak-hak warga Negara yang
mendiaminya.

Hak-hak dasar warga negara yang lerkandung dalam undang-undang
1945 merupakan hak-hak dasar manusia (hak asasi) yang merupakan
seperangkal hak yang melekat pada ksberadaan manusia sebagai makhluk
hidup dan wajib dihormati, djunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,

pemerintah yang lain, demi perfindungan harkat dan martabak manusia dar!
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pemahaman ini, jelaslah bahwa Negara dalam menjamin hak Warga Negara
harus menyeluruh tanpa diskriminatif terhadap seiuruh warga Negara dan
tidak hanya pada aturan hukum rmelainkan teraplikasi dalam kehidupan yang
nyata.
a. Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan UUD 1945

Meskipun perumusannya hanya mengatur hal-hak pokok dan
penting saja namun prinsip dasar yang tercantum didalamnya sudah
mencerminkan seluruh aspek kehidupan, sudah mencemminkan pokok-pokok
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dengan tolak ukur
keselarasan antara individu dan masyarakat yang bersumber pada sifat
kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Prinsi? ini
berarti bahwa negara menjamin, mengakui dan melindungi hak-hak asasi
manusia. |

Pokok-pokok jaminan, pengakuan dan perlindungan bagi hak asasi
manusia yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

Alinea Pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan
itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan pen keadilan.
Rumusan ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya
hak asasi manusi.a. Dalam hal ini ialah hak untuk merdeka, freedom to be
free. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti pengakuan terhadap

prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
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Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya. Ini mengandung makna bahwa kita ingin mengenyam
kebebasan yang menjadi bagian dari hak asasi yang fundamental itu, maka

dinyatakaniah kemerdekaan itu.

Alinea keempat mengandung makna bahwa Kita menyusun
kemerdekaan itu dalam UUD Negara Indonesia yaitu negara yang
berdasarkan kepaca kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian,
jelaslah Bangsa Indonesia dan UUD negaranya mengakui adanya hak asasi
manusia, Dicantumkannya dasar ini, maka hak asasi di Indonesia menjadi
asas negara yang fundamental,

Sementara itu, Darjdi Dammodiharjo mengemukakan prinsip dan
dasar pikiran tentang hak asasi manusia dalam pembukaan UUD 1945 secara
garis besar dirumuskan sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonasia adalah berkat rahmat
Allah Yang Maha Kuasa. Berarti suatu prinsip menyakini dan
mengakui bahwa kemerdekaan nasional dan kemerdekaan pribadi
warga negaranya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Karenanya Bangsa Indonesia dan pribadi warga negara berkewajiban

untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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- Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia berarti suatu prinsip kemerdekaan nasional yang
mengayomi kemerdekaan warga negara, segenap golongan dan
lapisan masyarakat

- Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa berarti suatu prinsip pengakuan dan jaminan atas
hak-hak asasi kesejahteraan (sosial ekonomi) dan sosial budaya
warga negara

- Untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia  berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berarti prinsip
dan pengakuan atas hak asasi manusia atau menghormati
kemerdekaan seﬁa;p bangsa di dunia, perdamaian hidup dan
kesejahteraan

- Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila.- Karenanya lembaga negara dan pemerintah berkewajiban
menegakkan hukum dan keadilan demi hak asasi warga negara,
demi kedamaian, keadilan dan kebenaran

b. Hak Asasi Manusia dalam Batang Tubuh UUD 1945
Disamping pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar dan prinsip

hak asasi manusia, dalam Batang Tubuh pun termuat pada pasal —

pasalnya antara lain:
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Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara b-ersarlnaan kedudukannya
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini menegaskan
pengakuan dan jaminan atas hak kesamaan (right of legal equality)
semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Semuanya
harus memperoleh perlakuan dan pelayanan Yyang sama tanpa
membedakan agama, suku, ras dan golongan ataupun diskriminasi
lainnya. Dalam bidang peradilan, siapa yang bersalah harus dihukum
tanpa memandang derajat dan kedudukan, sedangkan dalam bidang
pemerintahan, siapapun dapat menjabat suatu jabatan di
pemerintahan  dengan syarat-syarat tertentu. Sebaliknya semua
warga negara mempunyai kewajiban untuk mentaati semua undang-
undang dan peraturan negara dan harus patuh dan taat kepada
pemerintahan negara sesuai dengan hukum yang berlaku

Pasal 27 ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghid.pan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini mengandung
pengakuan dan jaminan terhadap martabat manusia (human dignity).
Karena itu, berhak mendapatkan pekerjaan dan mencapai taraf hidup
yang layak sebagal manusia makhluk Tuhan. Kesadaran dan jaminan
atas persamaan telah sepantasnya mengakui manusia untuk

memperoleh kehidupan yang pantas dan patut, adil dan sejahtera
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Pasal 31 ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat
pengajaran, yang mencerminkan pengakuan dan jaminan atas hak
memperoleh pendidikan/pengajaran untuk seluruh warga negara usia
sekolah dalam segala jenjang dan tingkat pendidikan
Pasal 32 : Pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Menurut
pasal ini, pemerintah berkewajiban mengusahakan agar kebudayaan
nasional dapat maju dan berkembang, sedangkan warga negara
berhak ikut serta mengembangkan kebudayaan nasional sesuai
dengan kemampuan masing-masing. Pasal ini adalah jaminan hak
asasi manusia dalam bidang sosial dan budaya
Pasal 33 ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama,
berdasarkan ata-s asas kekeluargaan

ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.

ayat (3) : Bumi dan air serta kekayazn alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut pasal ini,
rakyat atau setiap warga negara berhak ikut serta dalam kegiatan
perekonomian yang diusahakan bersama. Disamping itu, rakyat pun

berhak ikut menikmati hasil-hasil yang diusahakan pemerintah
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bersama rakyat dalam pembangunan negara sebagai darma baklinya
kepada negara
- Pasal 34 : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Pasal ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban memelihara fakir
miskin dan anak-anak terlantar sesuali dengan anggaran Yang
disediakan pemerintah, merupakan wujud cinta sesama manusia,
warga negara untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa.
B. Netralitas Birokrasi
secara umum dipahami kata netralitas adalah keadaan sikap netral
(tidak memihak, bebas), yang dimana kata netral berarti : tidak berpihak (tidak
ikut , tidak terikat atau tidak membantu salah satu pihak). Dan secara umum
gambaran umum birokrasi adalah salah satu intitusi yang paling menonjol
sebagai personafikasi Negara adalah pemerintah, sedangkan personafikasi
pemerintah adalah aparatur birokrasinya. Tak dapat dipungkiri bahwa pihak
yary paling aktif dalam kegiatan pl-angelniaan kekuasaan Negara seharn-hari
adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana dari keputusan-keputusan
yang dirumuskan oleh pemimpin politik,
Pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan
fungsi Negara maka pengertian pemerintah dalam arti luas berarti seluruh
fungsi Negara seperti legislatif, yudikatif dan eksekutif yang berarti segenap

aparatur yang melaksanakan fungsi-fungsi Negara. Pemerintah dalam arti
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sempit hanya menyangkut aparat eksekutif Fredd W Riggs kemudian
menyebut eksekutif ini sebagai birokrasi Negara.

Terminologi birokrasi sering dikaitkan dengan sesualu yang berbeli-
belit dan prosedural, pelayanan yang lamban. Mekanisme kerja tidak efisien
dan efektif serta penyalahgunaan kedudukan dan wewenang dalam
melaksanakan fungsinya sebagai pengtur dan pelayanan masyarakat.
Perbedaan ini disebabkan karena belum adanya kesamaan pengertian
dikalangan para ahii.

Dari kalangan ahli dalam negeri. Yahya muhaimin mengemukakan
pengertian birokrasi sebagai keseluruhan aparat pemerintah, sipil ataupun
militer yang melakukan tugas membantu pemerintan dan menerima gaji
karena statusnya itu. Sedangkan definisi yang lebih luas lagi diberikan oleh
lance castles yang mengatakan bahwa birokrasi adalah orang-orang yang
digaji berfungsi dalam pemerintahan dari uraian ini.

Berdasarkan perbedaan tugas pokok maupun misi yang mendasari
suaiu organisasi pemerintah sekarang kurangnya dapat dibedakan menjadi 3
kategor pokok yaitu :

a. birokrasi pemerintah umum : yaitu rangkaian organisasi pemerintah

yang menjalankan tugas-lugas pemerintah umum termasuk memelihara

ketertiban dan keamanan.
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b. birokrasi pembangunan @ yaitu organisasi pemerintahan yang
menjalankan salah satu bidang atau sekior khusus guna mencapai suatu
tujuan pembangunan seperti pendidikan dan pertanian.

¢. birokrasi pelayanan yaitu : unit organisasi yang ada pada hakekatnya
merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
Sedangkan birokrasi yan§ didasarkan pada unit organisasinya dibedakan
dalam 3 kategori yaitu

a. birokrasi sipil
b. birokrasi militer
c. birokrasi swasta
Birckrasi diindonesia merupakan rangkaian urg_an'nsaai yang dibentuk
untuk menjalankan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan yang
terbagi dalam sejumlah departemen dan lembaga non departemen yang
tersebar dari pusat hingga ke daerah pmpinsi dan kabupaten serta desa.
Rerdasar definisi ini dzpatlah dipahami birokrasi lebih banyak digunakan
dalam menyebut aparatur pemerintan dibandingkan. Dengan pegawai negeri
birokrasi lebih luas cakupannya ftidak saja meliputi jenisnya tetapi juga
meliputi wilayah kerjanya bagi aparat pemerintah atau dengan kata lain
penggunaan pegawai negeri termasuk pegawai negeri sipil memiliki arti yang
sempit dibandingkan dengan birokrasi.
Untuk melihat masalah netralisasi ini, harus dapat dihubungkan

dengan fakta dan kelakuan seorang atau sekelompok orang yang menjadi
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pelaku. Sesual dengan pengertian asal katanya netral yang berarti kelidak
herpihakan kepada pihak manapun, maka hal nyata tentang netralitas dapat
ditemukan pada proses pelayanan baik yang diberikan oleh organisasi
pemerintah maupun organisasi non pemer itah.

Pelayanan oleh organisasi pemerintah menjadikan birokrasi berada
digaris terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan, Pelayanan
ini berupa pelayanan sosial dan menjadi urgen karena senatiasa
berhubungan dengan khayalak masyarakal atau orang banyak dalam
masyarakat. Karena menyangkut orang banyak pelayanan ini menjadi peka,
kekurangan dan kesalahan dalam pemberian pelayanan akan cepat
memunculkan reaksi setidak-tidaknya bagi orang yang merasakan pelayanan
tersebut.

Pemberian pelayanan kepada masyarakal tidak jarang bersinggungan
dengan masalah poltik oleh karena itu adanya kaitan antara pelayanan sosial
dengan pelayanan politik ada kalanya membutunkan ketegasan sikap dari
birokrasi, untuk berbakti kepada masyarakat yang berbenturan dengan sikap
dan perilaku politik yang kurang terbuka atau niat untuk memberikan
pelayanan diikuti secara terselubung oleh niat politk yang kadang
menimbulkan friksi antara beberapa pihak sering terjadinya persinggungan
menyebabkan aparat pemerintah harus berada pada posisi yang jelas dan

netral, kalaupun harus memihak itu untuk kepentingan Negara.

8



A = e ——

e —

Pada masa orde baru pemerintahan orde baru keinginan untuk
mempertahankan kekuasaan ataupun status quo menyebabkan birokrasi
dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan poltik. Dari sinilan awal ketidaknetralan
birokrasi pemerintah.

Adanya pengalaman sifat hirarkis membawa akibat para birokrat hanya
konsen terhadap status. Dalam status inilah orang digolongkan atas orang
yang berstatus tinggi (pimpinan) dan yang berstatus rendah (bawahan).
Dengan mengetahui status yang melekat pada diri seseorang, maka sifat
pelayanan birokrat maka mudah perubah sesuai tinggi rendahnya status
prang yang akan dilayani. Pelanggaran yang hirarkis ini membuat birokrat
bawahan tidak mempuyai inisiatif dan tidak mempunyai kemampuan uniuk
memberikan decisive pelayanan dengan orientasi status ini membawa akibat
sifat dan kadar pelayanan memihak.

2 1 Netralitas birokrasi : tinjauan teori

Kosep netralisasi dari organisasi birokrasi sangat erat dengan
perkemnbangan analisis sosial dan politik hampir 2 abad yang lalu. Konsep ini
terpusat pada analisis dan buah pemikiran para pemikir klasik seperti Karl
Marx Max Weber, John Staurt Mill, Gaetano Mosca dan Robert Micheis.

Karl Max memulai mengekolaborasi konsep birckrasi dengan
menganalisa dan mengkritik falsafah hegel, mengenai Negara yang
menganalisis bahwa administrasi Negara atau birokrasi sebagai suatu

jernbatan antara Negara dengan masyarakat. Masyarakat terdiri dan berbagai
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propesi yang mewakili kepentingan khusus (particular intresh, sedangkan
Negara mewakili kepentingan umum (general infersf), diantara keduanya
birokrasi pemerintah merupakan perantara yang memungkinkan pesan-pesan
kepentingan khusus tersalurkan kepentingan umum, Birokrasi hegel
meletakkan pengertiannya dengan melawankan antara kepentingan kKhusus
dan umum,

Menurut Marx, negara itu fidak mewakili kepentingan umum, tetapl
mewakili kepentingan khusus dari kelas dominan. Dari perspektif ini, birokrasi
merupakan instrumen dimana kelas dominan melaksanakan dominasinya
atas kelas lainnya dalam hal ini kepentingan birokrasi pada tingkat tertentu
menjalin hubungan intim dengan kelas dominan dalam suatu MNegara. Dar
sinilah netral atau tidak netralnya birokrasi mulai ramai di bicarakan,

Dari polemik antara Marx dan Hegel ini terlihat bahwa Hegel
menghendaki ke netralan birckrasi yang berada ditengah atau perantara
antara masyarakat dengan Negara, sedangkan Marx dengan teon kelasnya
menegaskan bahwa birokrasi tidak bisa netral dan memihak pada kalas
dominan.

Dalam konteks yang agak medern konsep netralitas birokrasi
dikemukakan oleh Wood Row Wilson pada tahun 1887 dalam karangannya
yang berjudul the studi of public administrasi. Istitah administarsi Negara itu
tidak ada perbedaannya dengan birokrasi. Dengan menggunakan dikatomi

antara politik dan administrasi, Wilson menegaskan bahwa administrasi/
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birokrasi itu berada diluar kajian poltik bidang kajian birokrasi merupakan
bidang kajian bisnis yang harus terpisah dengan segala macam urusan politik.

Peletakan dasar netralitas birokrasi ini karena dorongan yang kuat dari
Wilson untuk melembagakan birokrasi pemernintah amerika yang pemah
digoncang oleh cara-cara patronase yang digelar oleh Andrew Jackson
dengan pengaruh partai sangat kuat dalam birokrasi pemerintah. Pariai poliiik
bernafsu menjadikan birokrasi pemerintah sebagai building block untuk
mengembangkan organisasi partai politik meskipun sebelumnya sudah
dikeluarkan Undang-undang yang disebut Pendietonact yang melahirkan
istilah birokrasi politik

Dalam perspektif lain, netralitas birokrasi juga dikemukakan oleh
Francis Rourke (1984), Guy Peters (1978)Nicholas Henrey (1980) yang
menyoroti keterlibatannya dengan proses pembuatan kebijaxan politik :

Rourke mengatakan bahwa walaupun pada mulanya birokrasi hanya
berfungsi sebagal pelaksana kekijakan politik, tetapi birokrasi bisa berperan
membuat hebijkan. politik, dan cleh karenanya memerlukan dukungan politik
yang sama-sama pentingnya melaksanakan kebijakan politik. netralitas
birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin jika di suatu Negara partai
politiknya tidak mampu melaksanakan fungsi yang diharapkan padanya.
Ketidak mampuan partal politik memberikan alternative  program
pengembangan maka birokrasi akan melaksanakan tugas-tugas itu sendiri

dan mencari dukungan politik diluar partai poltik yang bias membantunya
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dalam merumuskan kebijakan politik, dimana dukungan itu bisa diperailen
melalui 3 konsentrasi, yaitu masyarakat luar (pers, pengusaha, mahasiswa)
Jlegislatif {dpr) dan diri birokrasi itu sendiri.

Guy Feters mengatakan bahwa salah satu sumber kekuatan birokrasi
adalah karena birokrasi mempunyai power of decision. Walaupun terkenal
dengan sebutan redfape dan procedural, tapi jika dibandingkan dengan
lembaga legisiatif, maka proses pengambilan keputusan dalam birokrasi
tentang penerapan beberapa isu masih lebih cepat dan andal.

Jika dibandingkan dengan merupakan sumber informasi dan keahlian
sehingga sudah selayaknya setiap persoalan yang memeriukan keputusan
diperlukan peranan yang banyak di sumber ini.

Mycolas Henri mengakui bahwa suatu kenyalaan yang ‘tidak dapat
disangkal lagi adalah birokrasi itu mempunyai power (kekuasaan), Kekuasaan
yang dimaksud adalah perlama ‘Kekuasaan untuk tetap tinggal hidup
selamanya. Ini tedlihat pada organisasi pemerintah ya'ng jarang mengalami
habar:igkrutan dibandingakan organisasi non pemerintah, kedua : kekuasaan
untuk membuat keputusan dengan meramalkan bahwa abad ke 20 dan
seterusnya akan semakin jelas inemberikan bukti bahwa birokrasi merupakan
tangan pemerintah dalam membuat keputusan politik.

Dari perspektif ini nampak bahwa para pakar dekade 80 an ini

mempersoalkan netralitas birokrasi dari keterlibatannya dalam membuat

keputusan.
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2.2 Netralitas birokrasi Indonesia : tinjauan sejarah

Keberadaan birokrasi diindonesia telah mengalami pasang surut
seiring dengan perjalanan bangsa indonesia. Perubahan-perubahan yang
terjadi dalam Negara akan berpengaruh pada peran dan fungsinya. |dealnya
fungsi pokok birokrasi adalah sebagai pengatur dan pelayan terhadap
masyarakat.

Untuk memaksimalkan furqsi ini. Maka birokrasi dituntut berada pada
posisi netral terhadap semua pihak yang bersentuhan dengan kegiatan-
kegiatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Usaha untuk
melihat netralitas birckrasi ini dapat dilihat dari perkembangan sejarahnya
yang dapat dibagi dalam beberapa fase sebagai berikut :

- masa kemerdekaan 1945-1950

Pada fase ini, semangat perjuangan masih mewamai birokrasi di
Indcnesia. Para pelaku birokrasi masih kuat imannya untuk berjuang demi
negaranya dan persatuan bangsa, bahkain tidak jarang diperfihatkan oleh -
kekuatan mayoritas untuk menghilangkan dan menghargal keinginan
minoritas demi kesatuan dan persatuan bangsa. Satu-satunya organisasi
gngancam bagi persatuan ialah partai komunis Indonesia yang

yang m
melakukan p-ern_berﬂntakan untuk menguasai birokrasi pemerintah dan

mengganti pemerintah yang sah.
Pada awal-awal tahun kemerdekaan ada semacam kesepakatan

pendapat bahwa birokrasi merupakan sarana politik yang baik untuk
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mempersatukan bangsa. Anggapan ini beralasan karena birokrasilah satu-
satunya sarana yang menjangkau rakyat sampai ke desa-desa dan dapat
dipakai untuk menggalang kekuatan bersama mempertahankan
kemerdekaan. namun hirokrasi mulai menampakkan gejala menguatnya
aspirasi primordial dan birckrasi pemerintah mulai menjadi incaran kekuatan-
kekuatan politik yang ada.

- masa antara tabn 1950-1859

Munculnya maklumat 3 nopember 1945 yang memberikan kekuasaan
kepada masayrakat untuk mendirikan partai politik sesuai dengan aspirasinya.
Makiumat ini disambut baik oleh masyarakat dan bermunculaniah partai poltik
dari berbagai aliran di kalangan masyarakal. Sementara pemerintahan
berjalan dengan sistem multi partai, partai-partai pun mulai berkeinginan
untuk duduk dijajaran pemerintahan dengan menguasal beberapa
kementrian. Bahkan tidak jarang jatuh bangunnya kabinet pemerintah hanya
karena pembagian kementnan tidak sesuai dengan tuntutan patfabpartai
politik,

Semua partai politik berkeinginan menguasal kementrian pemerintahan
sementara birokrat mulai pandai bermain mata dengan partai politik,
Seringkali ada pegawai dimutasikan hanya gara-gara tidak separtai dengan
pimpinannya ataupun pembangkangan yang dilakukan terhadap pimpinan
yang tidak separtai dilakukan oleh aparat birokrat. Patronase mempengaruhi

dan mewarnai kehidupan birckrasi pada masa ini, kata birokrasi
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mempengaruhi siapa yang bakal diangkat dalam jabatan birokrasi sehingga
kehidupan birokrasi mulai tidak netral dengan memiliki foyalitas ganda antara
partai politik dan masyarakal yang dilayaninya.

Kondisi yana tidak fair dikalangan birokrasi pemerintah jelas tidak
mencerminkan tipotogi birakrasi yang ideal. Namun demikian, satu hal yang
dirasa menguntungkan bahwa partai — partai yang bersaing itu semuanya
menginginkan kehidupan yang demokratis sepc.1i terlinat pada kabinet syahril
LILIIl dalam program kabinetnya menyusun pemerintah pusat dan daerah
yang demokratis, kabinet halim yang salah satu program kabinetnya adalah
mendemokratisir  kehidupan politk dan pemerintah dengan jalan
mengusahakan selekas mungkin berlakunya hak-hak bebas demakrasi
terutama hak berserikat, hak bersidang dan hak menyatakan pendapat :
kabinet Natsir. Dengan programnya mendrokmatisic konsolidasi dan
neiyempurnaan susunan pemerintah pada periode inilah pemilu pertama
dilaksanakan sesudah merdeka, maka kehi:!upan partai politik - mulai berpaling
kepada aparat birokrasi Karena menurut jumlahnya dianggap sebagai potensi
pendukung untuk memenangkan partai dalam pemilu. Pada masa inilah
pulatah timbul kelompok-kelompok pegawai negeri yang berafiliasi dengan
partai politik.

- masa antara 1960-1965
Pada masa ini keinginan kekuatan politik menguasai birokrasi

pemerintah semakin mengkristal. Dibawah label demokrasi terpimpin 3 partai
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politk membangun akses kebirokrasi pemerintah. Keadaan sisitem poltik
yang primordial membawa pengaruh kuat terhadap birokrasi, sehingga ciri
yang menonjol pada saat itu adalah sangat birokratis, primordial, dan
patronase yang sangat kental. Sangat sulit untuk menjadi pejabat birokrasi
yang berhasil bila tidak mempunyai hubungan intim dengan partai politk yang
menjadi pemilik masing-masing kapling birokrasi.

Tiga kekuatan sosial dan politik (nasacom) yang berusaha membagi
kapling kepada beberapa departemen berambisi menggunakan jabatan-
jabatan birokrasi pemerintah sebagai building biock untuk membangun
organisasi partainya.

Masa ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah mulai memihak
kepada kekuatan politk yang ada dan terperangkap pada jarring yang
dipasang oleh kekuatan poltik nasacom bukti dari kejadian ini dapat dilihat
pada saat terjadi kudeta PKI yang gagal dimana kekuatan PKI telah masuk ke
hampir setiap departeman pemerintah samentara kekuatan agama dan
nasionaiis mendominasi I-:ap[iné masing-masing.

- Masa 1996-1998 (periode orde baru)

Pada masa orde baru ini birokrasi telah memihak pada kekuatan sosial
dan politik yang dominan kemenangan golkar pada 4 kali pemilu tidak
terlepas dari peranan birokrasi. Kesadaran politikk pada awal-awal tahun
kemerdekaan yang menjadikan birokrasi sebagai alat pemersatu bangsa yang

ampuh, dipakai oleh golkar untuk memobilisasi kekuatan di kalangan
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masyarakat meskipun demikian juga terihat usaha-usaha untuk memisahkan
pegawai negeri sipil dari partai politik.

Langkah pertama yang diambil pemerintah orde baru dalam
menciptakan jarak dengan partai politik adalah dengan dikeluarkannya
permendageri No.12/1868 yang menegaskan bahwa anggota departeman
hanya boleh memberikan loyalitasnya kepada bangsa dan Negara, bahkan
melarang anggota departemen masuk dalam partai politik upaya ini
dianjurkan dengan memunculkan surat edaran mendageri yang berisikan
formulir korps karyawan menteri dalam negeri (koker mendageri) yang
bertujuan agar pegawai negeri menanggalkan ke anggotaan partai atau
ormas dan menjadi anggota kokar mendageri.

Langkah selanjumfa dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 6 tahun
1970 yang melarang semua pegawai negeri termasuk ABRI terlibat dalam
kegiatan-kegiatan ﬁérlai dan menuntut adanya loyalitas tunggal terhadap
pemerintah, Tidak lama kemudian keluarlah kepres No. 82 tahun 1971 yang
manatapkan pembentukan KNRPRI sebagai satu-satunya wadah organisasi
bagi pegawai negeri. Hal ini dimaksudkan untuk memenggal kesetiaan para
pegawai dari partal politik dan membina kesetiaan tunggal kepada
pemerintah. Implikasi dari keluarmya peraturan-peraturan ini adalah makin

solidnya birokrasi dan mulai menggalang kekuatan dengan ABRI yang

menjadikannya semakin kuat.
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Dengan kepanjangan otoritasnya yang menjangkau sampai ke
pelosok-pelosok desa diseluruh wilayah nasional birokrasi berhasil menarik
dukungan yang mengantar golkar sebagi pemenang pemilu dan menjadi
kekuatan mayoritas tunggal selama orde baru berlangsungnya keberhasilan
golkar merangkul birokrasi serta dibolehkannya birokrasi ikut memilih dalam
pemilu menjadikan birokrasi tidak mempunyai ajternative pilihan yang lain
selain golkar yang kemudian menjadikannya sebagai partai pemerintah
agregasi politik birokrasi  diwujudkan dalam organisasi pembinaan
kepegawaian (Korpn).

Kuatnya golkar pada periode ini merupakan titik nadir bagi partai politii
lainnya kalau pada masa orde baru lama kekuatan poltik masing-masing
mempunyai akses ke birokrasi pemerintah, maka pada masa ini tersisa golkar
yang dapat mempunyal akses dalam berbagai keuntungan dari peraturan
tentang partai politik yang berlaku saat itu sedangkan kedua partai politik
lainnya sudzh berada di luar garis dan hanya menjadi pelengkap bagi golkar
dalam sistem multi partai terbebas yang diterapkan pemerintah orde baru.

Kuatnya pengaruh birokrasi dalam partai politik sangat mewarnai orde
baru begitu besamya campur tangan birckrasi sehingga tangannya
menjangkau kedalam kehidupan kekuatan-kekuatan poltik.

Dominannya peranan  birokrasi  dimungkinkan oleh terdapatnya
sumber-sumber kekuasaan yang intem dalam diri birokrasi yaitu :

. penguasaan informasi dan keahlian
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kekuasaan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan
- terdapatnya dukungan-dukungan politik

sifatnya yang permanent dan stabil
dalam masa ini peranan yang dimainkan oleh birokrasi orde baru terefleksi
dengan doalisme fungsinya. Pertama sebagai abdi masyarakat (public
service function) dan lebih mengacu pada peran sebagai pelaksana
kebijakan pemerintah dimana dalam peran ini birokrasi menjadi ajang
bertemunya kegiatan administratife dengan ketatanegaraan kedua. Fungsi ini
terletak pada kuatnya lembaga ini mempengaruhi berbagai sektor sosial dan
politik dimana menempatkannya sebagai penentu kebijakan fungsi ini
menjadikan birokrasi berada pada posisi penting dalam bidang politik.

Kondisi yang tak dapat diphngkiri oleh birokrasi hingga mempunyai
posisi seperti ini adalah kondisi kenegaraan yang ditimbulkan oleh kebijakan -
kebijakan pemerintah sebagai konsekwensi yang harus diambil sebagai
akibat dari keadaan sebelumnya oleh Achmad setiawan, kondisi ini
disebutkan sebagai faktor eksternal sebagai penyebab dominasi birokrasi
dalam orde baru faktor-faktor ini antara lain :

. usaha penciptaan stabilitas politik :

Elit-elit orde baru telah menempatkan pembangunan sebagai prioritas
utama dan untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya
stabilitas politik seperti penegasan Ali murtopo bahwa stabilitas poltitik dan

keamanan merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan,
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alasan ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah
restrukturisasi poltik guna menciptakan ikatan politik yang kondusif bagi
pembangunan usaha-usaha ini dengan antara lain pembubaran PKI dan
pembersihan birokrasi dari unsur-unsur PKI dari tingkat pusat sampai tingkat
daerah adanya monoloyalitas birckrasi yang melarang pegawal negen dan
ABRI terlibal dalam kegiatan-kegiatan partai politik dan menuntut loyalitas
tinggi kepada pemerintah, implikasi kepartaaian dengan mengadakan fungsi
terhadap partai-partai yang mempunyai ideclogy sama kondisi lainya adalah
keberadaan floating mass sebagai implikasi dari UU o 3 tahun 1975 yang
menetapkan bahwa kepengurusan partai politik dan golongan karya hanya
terdiri dari kepengurusan partal poltik dan golongan karya hanya terdiri dari
kepengurusan tingkat p;ls.ai { propinsi / Dati |, kabupaten / kotamadya untuk
tingkat daerah sedangkan untuk tingkat kecamatan dan desa dapat
ditetapkan seorang komisaris sebagai pelaksana. Hal ini secara implisit
menyiratkan -pernbe'nasan rakyat (menjadi massa mengambang) dari
sepgarun  parpol dan  gctkar Langkah selanjutnya adelah penetapan
pancasila sebagai alat tunggal bagi semua organisasi sosial poltik yang ada
setelah sebelumnya diadakan pemenggalan afiliasi organisasi-organisasi
kemasyarakatan terhadap pa rtai poltik.
- usaha pengakseierasian laju pembangunan
Usaha ini ditandai dengan menempatkan birokrasi sebagai agent of

change karena antara birokrasi dan pembangunan terjadi hubungan yang
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resiprokal, disatu sisi keberhasilan pembangunan tergantung pada
keberhasilan birokrasi untuk menjalankan pembangunan dalam artl mengatur
menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek administratif
dari pembangunan, dipihak lain proses pembangunan juga menentukan roda
pembangunan yang makin membesarkan peran pirokrasi. Pengakselerasian
laju pembangunan didukung oleh pengaplikasian strategi pertumbuhan
ekonomi. Dalam model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan
atau sering disebut dengan model pembangunan | memandang
pembangunan nasional sebagal pertumbuhan ekonomi daiam arti sempit.
Dalam perjalanan misi untuk mencapai perlumbuhan ekonomi yang tingai,
maka berbagai macam masalah seperti penghapusan kemiskinan,
pengangguran dan keﬁmpang;an menduduki urutan kedua terutama dicapai
melalui trickle down effect.

B. PILKADA (pemilihan Umum Kepaila Daarah)

1. Pembahasan

Samilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau
seringkali disebut Pilkada, adalah pemilinan umum untuk memilih Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia olch
penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah:

* Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi

« Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten

[ ' 41




* Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan
Pilkada adalah Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum
(Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu,
sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan, undang-
undang ini adalah Pilkada DK Jakarta 2007.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan
Umum (Panwaslu) F'.ruvinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Khusus di Ncnggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh
Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas
Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada
adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomaor 12 Tahun

2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada jupa dapat berasal dari
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pasangan calon persecrangan yang didukung oleh sejumiah orang. Undang-
undang ini menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi  yang
membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat
diusulkan oleh partai politik lokal.

Partal politik juga dikenal sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi
dan kepentingan yang berkembang di me syarakat, sekaligus wadah untuk
menempatkan kader yang potensial untuk merath kekuasaan politik,
Mekanisme meraih kekuasaan politik melalui mekanisme pemilu yang
diadakan secara berkala dan peran partai politik dalam mewujudkan
pemimpin drierah yang maju.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang merupakan
mekanieme baru rekruitmen kekuasaan di daerah terus bergulir. Dinamika
demokrasi yang berkembang di Indonesia pasca Orde Baru telah membawa
wacana baru, bahwa ternyata penataan kehidupan berbangsa dan bernegara
tidak efektif apabila dikelola secara sentralistik. Oleh karena itu, muncullah
wacana desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam
mengelola daerahnya secara lebih luas namun bert:anggung jawab dalam
koridor wilayah kesatuan Rl

Wujud semangat desentralisasi adalah terciptanya pemimpin daerah

yang langsung dipilih oleh rakyat melalui Pilkada. Penyerapan aspirasi rakyat
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juga dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang sehat dengan membuka
peluang, bahwa keterwakilan dalam partai politik betul-betul mencerminkan
keterwakilan masyarakat, Pilkada inilah vyang pada akhimya akan
menjembatani aspirasi rakyat daerah untuk memilih figur-figur yang dekat dan
mewakili masyarakatlah yang berhak untuk duduk memimpin daerah tersebut.

Pemberlakukan aturan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung
dalam UL 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (hasil revisi UU 22/1999)
yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 termasuk langkah progresif bagi
penataan kelembagaan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan
Pilkada langsung akan mencegah berbagai konspirasi antar elit politik yang
selama ini selalu mendominasi proses seleksi pemilihan kepala daerah
(walikota/bupati). Selain itu, Pilkada juga membuka peluang tampilnya
pemimpin-pemimpin berkualitas yang mampu menjadi motor reformasi di
tingkat birokrasi.

Aspirasi raky.at selama ini dengan sistem yang lalu (sistem politik
sentralistik) belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan cecara
transparan dan konsisten. Padahal maju atau tidaknya suatu daerah banyak
ditentukan oleh kiprah dan keteladanan pemimpin daerah tersebut. Pada
tingkat tertentu bahkan pemimpin daerah sangat dominan dalam menentukan
gerak arah pembangunan di daerah tersebut. Tugas partai politik adalah

menciptakan regenerasi kademya yang siap apabila terjadi peralihan

kekuasaan.
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Dalam konteks demokrasi modem, peralihan kepemimpinan diatur
melalui pemilu secara berkala dan diikuti oleh konstentan dari partai politik.
Pemilu sendiri berfungsi menciptakan pemerintahan yang kredibe!, pariemen
yang representatif, sirkulasi elit yang sehat, serta mewujudkan berfungsinya
mekanisme check and balances di antara institusi-institusi politik.

Pengkaderan organisasi melalui partai politik, yang menjadi salah satu
tugas partai politik pada gilirannya akan menciptakan calon-calon pemimpin
bangsa yang memiliki visi dan misi ke depan dan siap bertarung dalam
Pemilu. Pemilu sendin merupakan mekanisme demokrasi, dan sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat. Secara teoritis, makin banyak partai politik
memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan
aspirasinya dan meraih peluang untuk mampaﬂua"ngkan hak-haknya serta
menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya aftematif
pilihan, dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi
yang kuat bahwa sistem pemerintahan di téngan rakyat sangat mungkin untuk
diwujudkan. _

Peran partai politik sebagai sarana rekruitmen politik dalam rangka
partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik

meningkatkan

memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader

pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader

yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang

berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat
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dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.
Makin besar andil partai politk dalam memperjuangkan dan berhasil
memanfaatkan posisi tawamya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga
hal tersebut, merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana
rekruitmen politik berjalan secara efektif.

Rekruitmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada
dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu
memperuangkan nasib rakyat untuk mensejahterakan dan menjamin
kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap 'warga negara. Kesalahan
dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan
arah perjuangan dari cita-cita kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi
masyarakat luas.

Di satu pihak partai politik ikut memainkan peranannya dalam
mewujudkan kehidupan demul::raﬁi terutama karena partai politik menjadi
“wanana komunikasi antar elemen-elemen kemasyarakatan dan kenegaraan.
Di pihak lain dengan samnakin berkembangnya kehidupan masyarakat, partai
politik juga dituntut untuk semakin eksis serta lebih berkualitas. Melalui partai
politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang
arah kehidupan dan masa depannya dalam bemasyarakat dan bernegara.

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik

demokrasi.
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Dengan demikian penataan kepartalan harus bertumpu pada kaidah-
kaidah kedaulatan rakyat yailu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan
kebersamaan. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam
menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya
untuk membentuk bangsa dan negara yang terpadu. Proses menuju
kehidupan politik yang memberikan peran kepada pariai politik sebagai aset
nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan
yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggungjawab
berdemokrasi.

Tampilnya kepala daerah berkualitas sudah menjadi kebutuhan cukup
mendesak bagi proses pembaharuan di Indanesia - khususnya untuk
mendorong pelaksanaan Govemance reform (reformasi pemerintahan)
dengan mengembangkan praktik-praktik demokrasi secara meluas yang
mencakup penguatan perlumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan
pendapatan ke tingkat bawah, Sebab, demokrdtisasi yang hanya
meneir.aniqan pada periumbunan ekonomi  tinggi dan tanpa disertai
pemerataan rasa keadilan ke tngkat masyarakal secara meluas, pada
ya akan menciptakan bom waktu sosial yang sefiap saat bisa

akhirnya han

menimbulkan ledakan persoalan krusial dan menghambat terwujudnya

kemapanan budaya demokrasi. Apalagi, akses perdagangan bebias pada

masa globalisasi yang mulai mendesak potensi usaha ekonomi mikro daerah

juga memeriukan penanganan serius dan membutuhkan pemimpin yang
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memiliki kapasitas diplomasi ke tingkat internasional, sera strategl
implementasi kebijakan untuk membawa daerahnya mampu bersaing dengan
daerah lainnya, bahkan di tingkat internasional,
2. Penyelenggaraan PILKADA

Kita sudah mengalami proses pemilihan langsung untuk  kursi
kepresidenan pada tahun 2004 lalu, ini adalah pelajaran yang sangat
bermanfaat untuk menopang teknis pelaksanaan pilkada langsung. Sehingga
kita periu mermbahas singkat bagaimana penyelenggaraan Pemilu 2004 untuk
proses pembelajaran pemilu-pemilu yang akan datang, termasuk pemilinan
kepala daerah Melihat pada pengalaman, bahwa Pemilu 2004 tidak pernah
akan berhasil apabila logistik tidak dikelola dengan cara luar biasa, disiplin
dan ketertiban yang finggi pula Pemilu 2004 sukses.‘salah satu komponen
penting karena logistik pemilu sampai di tujuan sesual dengan jumiah yang
dibutuhkan, dengan waktu yang tepat tidak terialu l[ama dan tidak terlambat.

Untuk- itulah maka dalam psmbahésan teknis pilkada, persoalan
logistik sangat berkaitan fengan pendataan pemilih. Pioses perencanaan

yang dilakukan oleh KPU sudanh dimulai seiak tahun 2001, sehingga

menghasilkan Rencana Strategis KPU 2002-2005. Rencana pertama yang

diperhatikan adalah jumiah pemilin. KPU mendasarkan diri pada lembaga

berkompeten yaitu Biro Pusat Statistik (BPS). Tidak mudah untuk

menentukan berapa jumlah penduduk indonesia saat itu jumiah pemilih pada

pemilu sebelumnya tidak pernah terdata secara nasional Dalam artian KPU
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sebelumnya tidak pernah terdata secara nasional Dalam artian KPU tidak
memiliki database pemilih di indonesia Oleh karena itu KPU memutuskan
membangun program berkelanjuian untuk mendata pemilih dan penduduk.
Program KPU ini dilaksanakan oleh BPS dan diberi nama Pendataan Pemilih
dan penduduk Berkelanjutan (P4B). KPU juga bekerjasama dengan
Mendagri, agar hasil dari P4B ini sesuai dengan rencana diserahkan kepada
Menteri Dalam® Neger untuk kepentingan pembangunan secara lebih |uas.
Hasil dari.P4B inilah yang menjadi referensi data dasar secara akurat untuk
dipergunakan sebagai bahan menghitung kebutuhan barang-barang mutiak
dalam pemilu seperti Surat Suara dan kebutuhan lainnya yang berhubungan
dengan jumiah penduduk dan jumlah pemilih. Dalam hal pilkada langsung
kedepan KPUD-KPUD yang ada harus benar-benar siap dalam pendataan
penduduk ini, sebab berkaitan langsung dengan persoalan logistik yang harus
dipersiapkan.

Kebutuhan logistik tersebut ¢i atas dikategorikan menjadi dua hal.
Pertama, kebutuhan mutlak seperti surat suara, kutak suara, bilik suara,
formulir, tinta, perangkat IT dan kebutuhan di tiap-tiap TPS. Kategori kedua
adalash kebutuhan barang-barang pendukung seperti kendaraan dan

peralatan kantor. Berkaca pada pemilu 2004 lalu, secara organisasi KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baru terbentuk pada bulan Mei 2003.

Walaupun berbagal persoalan dihadapi oleh KPU, pemilu 2004 berhasil

dilaksanakan secara sukses. Hal itu juga diakui oleh seluruh dunia. Indoneasia
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telah berhasil menyelenggarakan pemilu 2004 yang terbesar dan paling
kompleks di dunia. Kepanitiaan pengadaan barang dan jasa terdiri dari
anggota KPU dan dari sekretariat yang memiliki NIP Pegawai Negeri dan
sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara Yyang
menandatangani konirak adalah Sekien KPU, yang pada waktu itu
kewenangan dilimpahkan kepada Wasekjen KPU. Proses pembayaran
seluruh k=wutuhan barang dan jasa harus mendapatkan tanda tangan dari
Ketua KPU. Dengan model pembagian tanggung jawab seperti itu,
diharapkan akan sulit untuk melakukan manipulasi. Karena masing-masing
memiliki tanggung jawab dan secara struktur hubungan KPU dan sekretariat
terdapat proses built in control, (kontrol yang melekat langsung).

Untuk pemilu presiden langsung 2004 lalu KPU secara. Ian-gsung juga
menayangkan hasil perolehan suara melalui website khusus www.kpu.go.id
dan mengirimkan data tersebut ke stasiun TV tanpa memungut biaya sama
sekali. Proses penayzngan inilah merupakan fal:rtur penting dalam
memb.angun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. KPU
transparan, data dapat diakses sampai pada tingkat TPS. Dalam konteks
pilkada lagsung KPUD juga harus dapat mengelola data dan inforrmasi secara
lebih canggih dan terpercaya seperti halnya pada pemilu presiden 2004 lalu.
Petugas data entry di kecamatan terdid dar relawan mahasiswa, guru SMK
dan siswa SMK yaitu kelompok yang dapat dikatakan integritasnya dapat

dipertanggung jawabkan Sementara tim ahli IT KPU berasal dari LIPI, ITB dan
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BPPT. Semua proses teknis dilakukan oleh anak bangsa. IT KPU tidak
mengikul sertakan ahli asing di dalamnya.

Pengalaman manajemen Logistik pemilu 2004 sangatiah berharga
uniuk dipefaiari utamanya dalam, pelaksanaan pilkada langsung ke depan.
Hal-hal tersebut adalah berkaitan dengan bagaimana memperbaharui sistem
pengadaan

Barang dan jasa agar tidak -anyak dibohongi oleh para vendor. Cara
yang terbaik adalah diteliti betul kertas HPS nya dengan harga yang paling
murah dengan cara negosiasi Karena harga mahal bagl “PU nantinya KPU
dapat dianggap ‘“korupsi®. Berikuinya adalah panitia harus memiliki
kepercayaan dirl untuk dapat melaksanakan proses pengadaan tersebut. Hal
ini penting agar panitia tidak mudah funduk kepada para vendor yang
seringkali mempergunakan segala cara untuk mengambil keuntungan. Pemilu
adalah tugas semua bangsa, namun belum terlihat secara meluas business
society terjadi reformasi. Kalau political sociely: dan civil sociely sudah
melakukan proses reformasi, business society masih ketinggalan jauh.

Padahal pemilu seringkali dianggap menganggu proses bisnis. Dengan

demikian perlu adanya reformasi di kalangan masyarakat hisnis untuk

berpartisipasi terhadap suksesnya pemilu dan tahun kedepannya masyarakat

harus berpartisipasi untuk suksesnya pilkada. Yang tak kalah penting, proses

pendakumentastan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sangatiah

penting untuk kepentingan pengawasan. Sehingga, sedapat mungkin KPU
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melakukan tender terbuka, kalau tidak mungkin karena waktu yang terbatas
dilakukan pemilihan langsung. Dalam pemilihan fangsung, KPU memiliki
alternatif beberapa perusahaan yang dapat dipilih bukan hanya perusahaan
tunggal. Dan terakhir, tidak ada instruksi dari KPU pusat kepada KPU Provinsi
maupun Kabupaten / Kota untuk menggunakan perusahaan tertentu dalam
pilkada langsung ini. Namun, KPU dapat memberikan informasi perusahaan
mana saja yang sesurjguhnya dapat dimasukkan daftar perusahaan yang
dapat dikategorikan daftar putih dan hitam.
a. Plus minus pilkada langsung
DI tengah-tengah harapan yang dernikian tingginya terhadap
perubahan dan perbaikan yang sedang beralan ini, kita tidak boleh lupa
bahwa di sana sini masih sangat banyak permasalahan yang membentang di
hadapan kita. Bila kita tidak dapat mengantisipasi dengan baik dan benar,
dikhawatirkan justru hal itu akan menjadi kendala dan penghambat bagi
proses demoakratisasi ini, Adapun persaalan-persoalan itu di antaranya:
- Pertama, p-::n!e.nsi konflik. Masyarakat kita terciii Juri beragam etnis dan
agama, rnasing-masing kelompok mempunyai ikatan-ikatan kesukuan.
- Kedua, money politics. Terkait erat dengan diletapkannya mekanisme
satuy pintu dalam pencalonan. Di mana tidak lagi diperkenankan
munculnya calon independen yang non-partisan.Hal ini akan lebih jelas

nuansanya di dunia palitik, apalagi terkait dengan kekuasaan secara
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langsung. Dalam konteks pemilinan kepala daerah, kerawanan palitik

uang. ini dapat saja terjadi di awal proses penjaringan kandidat.

- Ketiga, peran DPRD. UU No. 32 Tahun 2004 pasal 57 menyebutkan:

(1} Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada
DPRD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah kepada DFRD.

(3) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas
kabupaten /kota untuk ditetapkan oteh DPRD.

(4) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPRD dan
berkewajiban menyampaikan laporannya.

- Keempat adalah Pilkada serentak di beberapa daeian. .

_ Kelima adalah tiadanva hubungan i;ierarkhis dan koordinatii antara
KPU Pusat dengan KPU Daerah. .padahalc, KPU kabupaten /xota
dibentuk oleh dan berfanggung jawab kepada KPU propinsi,

sementara KPU propinsi berhubungan secara struktural dengan KPU

pusat.
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b. Pro dan Kontra Seputar Tata Aturan Pilkada

Adalah hal yang wajar kefika sebuah produk perundangan yang
menggagas tentang aturan baru dalam konteks politik kenegaraan mendapat
banyak tentangan ketika awal ia diintrodusir. Demikian pula ketika konsep
pilkada langsung di gagas, melalui UU no 32/2004, pada awal perumusan
hingga penetapannya tidak sedikit pihak yang memunculkan berbagai
ketidaksetujuan dan kekhawatiranny. atas introduksi ini. Untuk menelaah
lebih dalam mengenai pilkada, maka penting bagi kita untuk menyelami
berbagai pro dan kontra, misalnya, mengkritik keras substansi aturan
mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang merupakan bagian dari
materi UU Pemda tersebut. Substansi yang dikritik, antara lain, tidak
diadopsinya calon independen dalam pencalonan kepala daerah dan tidak
dilibatkannya KPU dalam membuai aturan pilkada.

Krisik lainnya terkait dengan aturan threshold bagi partai untuk dapat
mengajukan calon kepala daerah,_yaitu harus mempercieh 15 persen kursi di
DPRD atau 15 persen suara pemilu di daerah yang bersangkutan. Aturan
terakhir ini ditengarai hanya menguntungkan dua partai besar, Golkar dan
PDIP, yang memang menguasai sebagian besar kursi parlemen di tingkat
lokal.

Spirit UU No 32/2004 yang merupakan revisi UU No.22/99 tentang
a memuat satu klausul perubahan pemilihan

pemerintahan Daerah di dalamny

kepala daerah (pilkada). dan dipilih aleh DPRD menjadi dipilin langsung oleh
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rakyat sendiri. Seperti yang sering dikemukakan, bentuk pemilinan baru ini
dinilai sebagai kerangka sistem (sysfem framework) yang handal (realible)
untuk mempromosi partisipasi  publik, legitimasi politik, akuntabilitas
pemerintahan, check and balances antara DPRD dan ek=ekulif daerah di satu
sisi, sekaligus mendemosi trend oligharki partai, politisast, dan money politik
dalam pikada pada sisi lainnya. Selain itu, opsi ini juga dimungkinkanan oleh
konstitusi (pasal 18 ayat 4 UUD 1945 tentang pilkada secara emokralis) dan
Undang Undang (UU Susduk MPR & DFD, DPRD yang tidak lagi mengatur
kewenangan pilkada oleh DPRD). Saat masih menjadi RUU muncul kritik
awal bahwa berbagai landasan yuridis ini tentu masih periu dilengkapi dan
dieksplisitkan lagi, entah lewat revisi UU Pemerintahan Daerah atau pun
berupa suatu UU tersendiri (UU tentang Tata Cara Pilkada secara Langsung).

Pada saat itu, banyak kritik yang muncul bahwa bagian masalah utama
selanjutnya cari nilkada langsung, kondisi lingkungan sebagal tempat
berinteraksi dan beroperasinya sksperimen baru tzrsebut, belum sepenuhnya
mendukung. Beberapa kalangan mengatakan bahwa desain sistern politik
makro saat ini yang memang tidak cukup suportif bagi pengembangan
demokrasi lokal. Begitu pentingnya, berbagai variabel dalam lingkungan itu
tak boleh di "ceteris paribus” kan saja. Bahkan tanpa perhatian dini atas
bukan tak mungkin variabel itu menjadi faktor negatif

masalah ini,

(problematik) tersendin bagl upaya reformasi pemilinan tersebut. Setidaknya

ada 3 kondisi yang dimaksud. Pertama, kondisi ketimpangan kelembagaan,
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ada 3 kondisi yang dimaksud. Pertama, kondisi ketimpangan kelembagaan,
dengan kenyataan bahwa strukutur politik lokal kita belum benar-benar
terpisah (de-coupling) dari politik nasional. Kondisi buruk dalam kehidupan
kepartaian adalah, devolusi kewenangan dalam matra suprastruktur, yakni
desentralisasi pemerintahan, tak lalu diikuti dengan desentralisasi kepartaian
(infrastruktur). Desentralisasi poiitik yang macet ini, dari segi institusional,
menyebabkan partai-partai di daerah tidak berub.h dari statusnya sebagai
cabang dan secara fungsional hanya berperan sebagai replikasi kepentingan
dari partai (elite) pusat.
3. Analisis Kritis Pilkada Langsung via UU No. 32/2004

Pilkada langsung yang merupakan penerjemahan dari UU Nomor 32
tahun 2004, merupakan satu momentum besar dalam perubahan pola
kebijakan publik, khususnya di daerah. Kaitan antara proses politik Pilkada
langsung dengan ragam pilihan kebijakan publik daerah (policy choices)
terletak pada implementasi visi dan misi kandidat terpilih dalain uokumen
rencana sStrategis daerah (RENSTRADA). Dokumen ini  merupakan
penjabaran lebih detail dari janiji politik (visi dan misi) yang disampaikan para
kandidat tersebut semasa kampanye. Dakumen inilah yang pada gilirannya di
Pembangunan Daerah (PROFPEDA), Rencana

derivasi menjadi, Program

Tahunan Daerah (REPETA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Inilah yang menjadi poin kritis utama dalam melihat pilkada langsung

via UU No. 32 Tahun 2004. Artinya, kita dapat melihat secara jelas
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bagaimana demokrasi dalam penyelenggaraan negara di daerah dapat
terwujud dengan adanya pilkada langsung.

Di mana seringkali kendala yang selama ini terjadi adalah terdapatnya
disparitas antara janji-janji politik para kandidat semasa kampanye dengan
realisasi turunan berbagai dokumen daerah tersebut. Untuk itu pada bagian
ini kita hendak mengkaji sampai sejauh mana berbagai janji politik para
kandidat bupatifwalikota dapat memiliki derajat relevansi yang tinggi dengan
produk kebijakan publik di daerah. Sebagai kolaborasi konseptual kita akan
coba menelaahnya dari hasil-hasil studi terdahulu yang pemah dilakukan di
berbagai negara, untuk kemudian melihat korelasinya dengan apa yang
terjadi di Indonesia. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pilkada langsung
dengan berbagai tebaran janji politik, tidak dapat serta merta menimbulkan
demokratisasi di daerah, sebagai akibat tidak jelasnya orientasi dar janii
politik selama proses pilkada itu torjadi.

Telah Umum UU Homor 32 Tahun 2004 .

UU No 32/2004 tentang Pemeritah daerah pada dasamya adalah
merupakan revisi dari UU no 22/1999 yang mengatur hal yang sama. Dengan
demikian perundangan ini memang tidak secara khusus mengatur tentang
pilkada langsung saja, melainkan mengatur berbagai hal yang berkaitan
enggaraan pemerintahan di daerah. Akan tetapi memang dari

dengan penyel

240 pasal yang ada, sebanyak 63 pasal berbicara tentang pilkkada. Tepatnya

mulai pasal 56 hingga pasal 119 UU 32/2004 secara khusus berbicara
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tentang pilkada, dan ini sekaligus merupakan pembahasan terbesar dalam
keseluruhan produk pemandangan ini.

Diterbitkannya undang-undang ini sesungguhnya adalah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanrat Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1845, pemerintahan
daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Di samping itu juga melihat pentingnya efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah periu ditingkatkan dengan
lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemefintahan
dan antar pemerintahan daerah, potensi dan Icaane&ca[agaman daerah, -
peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan
yang seluas-uasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan
daerah dalam kesatuan sistem

kewajiban menyelenggarakan atonomi

penyelenggaraan pemerintahan negara.
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METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode peneiitan
empiris guna memperoleh data dan gambaran mengenai obyek atau hal-hal
yang akan dibahas nanti. Penelitian tidak dimaksud untuk mengkaji suatu
hipotesa tetapi untuk menggambarkan bagaimana sikap nefralitas seorang
pegawai negeri sipil, dan apa saja kendala dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi pegawai negeri, serta penanganan memihak dalam partai politik
A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota PALOPO propinsi sulawesi selatan

tépatnn,ra dikantor walikota palopo sub Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
dengan fokus studi pada netralitas PMS dalam partai poltik di samping itu
lokasi penelitian dilakukan juga pada tempat-tempat yang dianggap mampu
memberi data tambahan bagi terlaksananya penulisan ini.
B. Sumber dan Jenis Data

Semua data yang dipercieh penulis dalam penelitian ini diglulungkan
menurut sumber dan jenisnya yaitu .

a. Data primer

Penulis memperoleh data langsung dari Kantor Walikota Kota

Palopo sub BKD Propinsi sulawesi Selatan Yang terkait langsung dalam
alop
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pelaksanaan dan pengawasan serta melakukan wawancara langsung dengan
pihak-pihak yang terkait

b. Data Skunder

Jenis data ini diperoleh dari instansi lain yang terkait berupa data
dokumen yang berkenaan dengan pembahasan penelitian.
C. Dasar dan Tipe Penelitian

1.1 Dasar penelitian
survai mendalam menjadi dasar pada penelitian ini dengan observasi
dan wawancara mendalam pada lokasi penelitian untuk mendapatkan

informasi dan data mengenai permasalahan yang diteliti terhadap

responden.
1.2 Tipe penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif deskriptif

yang tidak bermaksid menguji, membandingakan  ataupun

mengevaluasi sabuzh teor. Tips darn penelitian bermakssud menggali

dan memberikan ruang bagi responden untuk berapreasi terhadap

permasalahan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis aktual

dan faktual mengenai permasalahan yang diteliti dengan berusaha

menggali _informasi sebanyak-banyaknya dari informan dan akan

dijelaskan secara deskriptif.
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D. Jenis Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan skiipsi
ini,penulis memakai metode :

1. penelitian kepustakaan (library research)

Yaitu penelitian dengan studi bahan pustaka, termasuk jenis peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan materi bahan skripsi ini.
Metode ini dilakukan pada kantor Walikota Palopo sub BKD Propinsi
Sulawesi Selatan Serta tempat-tempat yang dianggap periu.

2. Penelitian Lapangan (field research).

Yaitu peneliian dengan cara penulis mengadakan pengamatan

langsung atau onservasi kepada objek yang diteliti,
E. Teknik Pengumpulan Data
Data dari penelitian ini didapatkan melalui data skunder. Pengumpulan

data skunder dilakukan melalui Wawancara, dokumen-dokumen, studi
kepustakaan dan data-data pada kantor instansi terkait.

a. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan pegawai negeri sispil di lingkungan
Kantor walikota palopo sub BKD Propinsi Sulawesi Selatan Yang

dianggap representif dan kapabel terhadap permasalahan yang

diteliti.
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b, Studi Pustaka

Selain pengumpulan data secara field research juga dilakukan
dengan pengolahan literature yang berhubungan dengan
permasalahan yang berasal dari buku-buku, dokumen, majalah,
dan surat kabar
F. Objek penelitian
Pada dasarnya manusia dan makhluk lainnya yang bernyawa seria
benda yang ada didalam dapat menjadi obyek sebuah penelitian termasuk
penelitian untuk penulisan ilmiah Sesual dengan judul penelitian, maka
pegawai negeri sipil adalah obyek yang dari pendapat yang dikemukakannya
dapat dieksplorasi terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk membatasi dir
sehubungan dengan obyek penelitian ini maka pegawai negeri sipil dimaksud

disini adalah mereka yang bekerja di kantor Walikota Palopo sub BKD

Propinsi Sulawesi Selatan.

G. Analisis Data
Dalam skripsi ini masalah yang akan dibahas tentang netralisasi PNS

dalam partai politik, Data yang dikumpulakan dilapangan dielah menggunakan

analisa kualitatif untuk menjelaskan hasil yang diperoleh saat penelitian.

Secara umum, analisa kualitatif  yang dimaksud menggunakan metcde

irie Selain itu digunakan metode deskripsif analisis untuk menjelaskan
empiris.

data yang dituangkan dalam hentuk tabulasi data yang diperoleh penelitian ini
ata ya

i hukum birokrat di  dalam
. ngetahui landasan
dimaksudkan untuk me
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fungsionainya sebagai seorang aparat negara. Data yang diperoleh dari hasil
penelitian selanjutnya disusun diolah dan dianalisa sesuai dengan relevans
permasalahan didalam skripsi ini dengan batasan yang telah dirumuskan,

H. Skema Kerangka Konseptual

ULl No 32 Tahun 2004 [

Pembatasan Hak Politik

UU Ne 43 Tahun 1999

w

PNS [

# Netralisasi PNS dalam Pilkada
# Sanksi Hukum PNS
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Netralitas PNS Dalam Pilkada
di kota Palopo
Tanggal 5 Mej 2008 yang lalu, masyarakat kota Palopo mempunyai
peranan  besar dalam andil menentukan masa depan kota palopo 5 tahun
kedepan didalam pemilihan Walikota secara langsung untuk yang pertama
kali. Diharapkan masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan
pemimpin kota Palopo di masa yang akan datang. Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sebagai bagian darn masyarakat dan aparat pemerintah (PN3), juga
berkewajiban ikut berperan akiif demi suksesnya pesta demokrasi
masyarakat kota Palopo tersebut. Tetapi dalam kegiatan politiknya, para PNS
memiliki keterbatasan tertentu. Keterbatasan ini bukan bermaksud untuk

mengekang kebebasan berpolitik mereka, tetapi dikarenakan peran yang

diembannya begitu strategis.
Dalam setiap penyelenggaraan pilkada, para PNS dituntut untuk

selalu menjaga netralitasnya. Mereka tidak boleh terlibat menjadi tim sukses

salah satu calon atau pun berkampanye untuk salah satu calon. Hal ini tidak

berlebihan, dikarenakan Sebagai Abdi Negara, mereka harus memberikan

pelayanan publik kepada siapa saja, tanpa memandang golongan bahkan
partai politik. Jika para pNS sudah meminak kepada salah satu calon,

dikhawatirkan  akan bgrpangaTuh pada penataan birokrasi dan aspek
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pelayanan birokrasi bisa tidak maksimal dan cenderung tidak adil. Selain itu,
dalam tatanan masyarakat, para PNS selalu menjadi tokoh di masyarakatnya.
Mereka memiliki pengaruh yang signifikan di lingkungan rumahnya. Melihat
peran yang begifu luar biasanya, maka dimungkinkan para calon kepala
daerah memanfaatkan para PNS untuk dijadikan mesin politiknya.

Melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai netralitas PNS,
seharusnya para PNS mampu menolak setiap tawaran menjadi juru
kampanye ataupun tim sukses salah satu calon. Prinsip netralitas yang
diyakininya sebenarnya untuk menjaga kelangsungan masa depannya dan
pekerjaannya serta agar tidak terlibat perkara hukum.

Dalam faktanya seorang responden yang lak ingin di cantumkan
namanya mengaku netralitas PNS adalah sebuah boomerang bagi dirinya
manakala ia netral ia akan di kucilkan oleh atasan dan lingkungan kerjanya
dan kata netralitas hanya sekedar formalitas belaka agar publik tak

menganggap PNS adalah sosok yang tak bertanggung jawab yang diharap

dapat menjadi panutan dalam masyarakat
Dan menurut beberapa responden sebagal PNS sub BKD bagian
pendataan dan pelaporan yang tak ingin disabutkan namanya berpendapat

kategori seorang PNS yang menaati pelaksanaan ketentuan netralitas pns

dalam pilkada
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- Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah
baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang
berlaku secara umum

- Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahul seyala
sesuatu aktifitas yang menyangkut kampanye pilkada di instansi
maupun lembaga yang diluar lugas dan fungsi seorang PNS

- Dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung

berbentuk aktifitas pilkada.

-

Kontras dengan ketentuan tersebut menurut responden yang tak ingin

disebutkan namanya tersebu

incumbent yang mana dan tak lain adalah atasannya, yang menyurub pns

yang lain untuk mencari massa sebanyak-banyaknya agar sang kandidat

pilkada atau calon incumbent ini dapat menang. hal ini disetujui oleh

beberapa kalangan yang menjadi lawan politik sang kandidat itu sendiri.

Senada dengan pernyataan diatas pernyataan Panwasda secara

tegas melarang kepada PNS untuk terlibat dalam prosesi pendaftaran

pasangan calon Wall Kota Palopo pada 4-10 Februari lalu dalam koran

SINDO (PALOPO minggu,2 Maret 2008).

6
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pasangan calon Wali Kota Palopo pada 4-10 Februari lalu dalam koran
SINDO (PALOPO minggu,2 Maret 2008).

Langkah tersebut dilakukan Panwasda dengan mengirimkan surat
kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo periode 2008-2013. “Kami
sudah menginmkan surat tersebul kepada para calon incumbent agar tidak
melibatkan, mengikutkan, memobilisasi atau mengajak oknum yang
berprofesi sebagai PNS baik yang berjabatan maupun yang tidak berjabatan
atau PNS yang berpangkat mulai dari terendah sampai tertinggi agar tidak
terlibat atau dilibatkan pada saat prosesi pendaftaran dari tempat kediaman
menuju KPUD Palopo,” tegas Katua Panwasda Palopo,Soenandarlatief.

Penegasan larangan tersebut sekaitan dengan adanya keterlibatan
PNS dalam prosesi pendaftaran calon incumbent { Wali Kota Palopo PA
Tenriadjeng di Partai Golkar Palopo dan pengambilan formulir caftar
kekayaan pribadi di KPUD Palopo beberapa waktu lalu. Soenandar
menjelaskan, maksud pelarangan tersebut mengingat ketentuan dalam surat

edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara (Menpan) No SEf

08.A/M.PAN/S/2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Netralitas PNS dalam

Pilkada.
“ Dalam surat tersebut dinyatakan secara tegas bahwa PNS dilarang

untuk terlibat dalam kegiatan politik. Sebab, PNS adalah aparatur negara

yang bertugas sepagai abdi masyarakat yang berkewajiban memberikan
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pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata
dalam penyelenggaraan {ugas pemerintahan dan pembangunan,”.

Baharman sang Legislator PDK menyatakan. Ini menilai bahwa
pilkada di Palopo beberapa waktu lalu adalah pilkada yang penuh dengan
ketidaknetralan PNS, jika dipandang dari sisi demaokrasi dan pembelajaran
politik kepada masyarakat dari kutipan koran tribun-timur (selasa,13-05-2008).

"Dari sisi pelaksanaan pilkada oleh KPU (komisi pemiiinan umum)
kita (PDK) acungi jempol. Tetapi dari sisi pembelajaran politik kepada
masyarakat, Pilkada Palopo sangatiah tidalk jurdil," katanya intimidasi Pemilin,

"aAdakah pilkada di Indonesia ini di mana mulai dari sekda
(sekretaris daerah), kepala dinas, camat, lurah, sampai ke tingkat RT secara
terang-terangan mengkampanyekan calon tertentu,” kata Baharman.

lronisnya lagi, kata Baharman, dalam mengkampanyekan calon
tertentu, para aparatur negard yang seharusnya jadi pelayan masyarakat

justru mengintimidasi rakyat agar memilin calon tertentu.

Dari Hasil pemungutan suara fakta bahwa Pilkada Palopo sendiri

yang dimenangkan paket Tentram diikuti empat pasangan calon masing-

masing, M Judas Amir-Juajir Sumardi (Jujur), Wirawan A lhsan-A Timg

Pangerang (Wasiat), Abubakar Malinta-Hasan Kamal Qahhar Mudzakkar

(Amanah), dan A Pateddungi Tenriadfeng-ﬁahfﬂﬂt Masri Bandaso (Tentram)

yang merupakan calon incumbent.
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Dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan KPU,
Tentram meraih suara mayoritas dengan mengantongi 45.638 suara, Wasiat

15.069 suara, Jujur 11.203 suara, dan Amanah 3.202 suara.

Melihat hasil pilkada para calon Walikota Palopo yang sudah
muncul saat ini, terjadilah mobilisasi besar-besaran untuk melakukan politisasi
PNS. Hal ini disebabkan karena adanya calon yang memiliki akses birokrasi
yang mudah baik melalui organisasi profesinya atupun yang masih menjabat
sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Suara para PNS di masing-
masing tingkatan kerja mereka, diharapkan signifikan untuk mendongkrak
perolehan suaranya. Hal ini tidak berlebihan karena sebagian besar pejabat
bawahannya sudah memiliki hubungan emosional dan struktural yang cukup
lama. Tak jarang pengangkatan p-ajabat_dl lingkungan pemerintahan selalu
dikaitkan dengan politik jasa sang kepala daerah. Sehingga bisa

dimungkinkan ketika para walikota/bupatiiwakilnya sedang bertarung untuk

menaikkan posisinya, teniu segaia hal akan diupayakan termasuk meminta

balas pudi atas jasa yang diberikan sang atasan. Selain itu melihat struktur

birokrasi yang ada di indonesia, faktor atasan dan bawahan masih sangat

kental, Sehingga bila sang bawahan tidak mematuhi sang atasannya maka

dianggap tidak patuh. Dukungan yang diberikan sang pejabat birokrat bisa

langsung maupun tidak langsungd. Dukungan tersebut bisa berupa kebijakan,

fasilitas bahkan sampai mobilisasi PNS.
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Untuk itulah, para calon incumbent (walikot alupatifwakilnya)

ataupun ketua organisasi profesi yang memiliki akses terhadap birokrasi
ketika sudah mantap melangkahkan kakinya menuju pertarungan PILKADA,
secara etika mengundurkan diri akan tetapi jika kita melihat PNS yang
menduduki jabatan eselon | dan 1l, pengalaman, kemampuan, kapabilitas, dan
kompetensi untuk menjadi kepala daerah, rasa-rasaya tidak periu diragukan
lagi. Hanya saja jabatan kepala daerah adalah jabatan politik bukan jabatan
karier. Jangan heran kalau tefah terbukti dan suatu saat akan muncul kembali,
kepala daerah datang dari orang kebanyakan PNS. Implikasinya, cara

mengelola manajemen pemerintahan menjadi tidak optimal, akibatnya

pelayanan publik tidak pnma.

Hal ini harus ditindak tegas agar mengurangi rasa kekecewazn

para bawahannya dalam menjaga netralitas PNS. Meskipun secara aturan

hanya dikenai kewajiban cuti selama kampanye, tapi sejak sekarang sudah

kelihatan siapa bakal calonnya. Jadi bukan hanya para PNS secara individu

yang dikenai tuntutan, tetapi para bakal calon yang ada mulai sekarang dalam

setiap aktivitas birokrasi tidak boleh santai melakukan kampanye. Jangan

sampai jabatan yang ada pada dirinya diselewengkan untuk kepentingan

dirinya dalam memenangi PILKADA.

Di Indonesia, posisi PNS memang masih dianggap cukup terhormat
| Indonasid,

dan diperhitungkan hahkan animo masyarakai untuk menjadi PNS masih
tinggi. Posisi PNS dalam pilkada yand dilakukan secara langsung
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menempatkan PNS pada ranah yang strategis, menjadi rebutan para kandidat

kepala daerah. Mereka yakin, satu PNS mampu menarik 5 sampai 10 orang

bahkan bisa lebih.

Menurut Amirullah PNS di kantor walikota palopo pada sub BKD
bagian pendataan dan pelaporan (13 mei 2008) ; para pegawai negeri sipil
yang ditawari oleh calon incumbent (peserta Pilkada) untuk teriibat dalam tim
-ampanyenya dengan diiming-imingi jabatan tertentu, oleh karenanyalah
kepala daerah yang berasal dari PNS atau calon incumbent banyak yang
herhasil akibat pengexplorasian PNS. "Menurutnya calon incumbent malah
lebih mempunyai etika birokrasi karena mereka biasa hidup dalam suasana
birokrasi. dan seharusnya Undang-undang memberi kesempatan PNS ambil

bagian dalam pilkada atau menjadi peserta PILKADA. Sebab, PNS

mempunyai latar belakang birokrasi yang dibutuhkan untuk memimgpin

daerah.

Menyar:gkut masalah peseria PILKADA berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, paseila Pilkada adalah pasangan calon yang

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa

peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon persecrangan yang
didukung oleh sejumiah orang. Undang-undang ini menindakianjuti keputusan
Mahkamah Konstitusi yand membatalkan beberapa pasal menyangkut
g-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

peserta Pilkada dalam Undan
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Pedoman
pelaksanaan PILKADA cukup sampai tingkat peraturan
pemerintah. Jika pedoman pelaksanaan pilkada diturunkan sampai tingkat

keputusan Menteri Dalam Negeri, hal itu dinilai akan mengganggu

independensi Komisi Pemilihan Umum daerah.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Muhammad Awaluddin (Staf. Biro
Kepegawaian \Valikota FPalopo , wawancara tanggal 13 Mei 2008)
menyebutkan :

Pengaturan pilkada dalam Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004
mengenai Pemerintahan Daerah masih fidak memuaskan. Posisi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga mandiri terganggu dengan
ketentuan bahwa KPU daerah selaku penyelenggara pilkada bertanggung

jawab kepada DPRD. Yang juga banyak dipersoalkan adalah Pasal 65 Ayat

(4) UU Mo 32/2004 yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan masa

persiapan dan pelaksanaan pilkada diatur KPU daerah dengan berpedoman

pada peraturan p.e{ﬂarintah (PP). Karena itu, jika sampai pengaturan pilkada

sampai ke tingkat keputusan atau instruksi Menten Dalam Negeri (Mendagri),

hal itu semakin tidak menguntungkan. Pemerintahan Susilo Bambang
kepentingan tertentu  sehingga

Yudhoyono bisa dianggap Ppunya

ndalam atas pilkada. Pihak Departemen Dalam

mengintervensi secard me

a keberanian mengatur pelaksanaan

Negeri (Depdagri) tidak akan Ppuny

pada keputusan atau instruksi Mendagri,pemerintah

pilkada harus mengacu
u. Pemerintah tidak akan memaksakan diri

tidak akan sampai segegabal t



sampai ke situ. Namun perlu _dﬁngaﬂcan, jika memang muncul wacana seperti
itu, akan menjadi tugas bersama untuk mencegahnya. Bagaimanapun, KPU
di daerah tetap harus diberi keleluasaan menyelenggarakan pilkada, bebas
dari intervensi pihak mana pun dan akan lebih baik jika Depdagri memberi

kesempatan dan justru mendorong KPU untuk menyusun rancangan PP
mengenai pilkada.

Polemik ni justru mendorong gerakan netralitas birokrasi makin
meluas dan relatif berpengaruh sampai ke tingkat pemerintah daerah.
Dengan meluasnya gerakan netralitas ke daerah-daerah, makin besar pula

peluang meluasnya pluralisme birokrasi di daerah.

B. Penegakan Hukum Netralitas PNS Dalam PILKADA.

Penegakan hukum soal netralitas PNS dalam pilkada sudah diatur

jelas dalam berbagai peraturan. PNS tidak boleh melibatkan din atau terlibat

dalam politik praktis pilkada. Itu sudah jelas. Tinggal kini bagaimana

penegakan hukum mengawasinya.

Pemerintah memberi sinyal pengaturan PNS yang tidak netral atau

berpihak kepada salah satu kandidat kepala daerah akan ditindak tegas. Hal

ity menimbulkan rasa skeptis, pesimistis, karena pada tahap implementasi
A : j terus.
sangat sulit. Peringatan tinggal peringatan, pelanggaran jaian lerus

Pad Orde Baru malah semakin parah, Pegawai Negeri dijadikan
ada masa

geh lat tuk I'I'IEITF'EI"IE'I'IQHE“ par‘tﬂf pﬂ']itik tertentu melalui pembeﬂalr_u.;m
ebagai alat untu
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monoloyalitas terhadap atasan, yaitu pemerintah yang berkuasa dan disertai
kewajiban untuk memenangkan pariai yang dominan pada saat itu. Pada
awalnya pemerintahan Orde Baru berupaya membangun birokrasi melalui
depolitisasi atau departisasi birokrasi dengan harapan posisi PNS akan netral
dari kepentingan politik sehingga memberikan pelayanan publik yang lebih
haik. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 12 Tahun
1968 yang antara lain berisi suatu perintah kepada pegawai departemen
untuk loyal hanya kepada negara dan bangsa, dan dilarang menjadi anggota
partai politik. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1970 yang mengharuskan seluruh Pegawai Negeri masuk

dalam Korp Karyawan Departemen Dalam Negeri (Kokarmendagri) serta

dilarang mengikuti kegiatan partai politik. Kemudian berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 82 tahun 1971 dibentuklah Korp Pegawai Republik Indonesia

(KORPRI), sebagai satu-satunya wadah pembinaan bagi PNS di luar

kedinasan. Namun pada perkambangannya KORPRI kemudian menjadi

kendaraan politik dan secara transparan berafiliasi kepada kekuatan politk
tertenty dan demi tenwujudnya SIEP netralitas dikalangan PNS maka
diterbitkanya PP RI no 30/1980 tuk menjamin terpelinaranya tata tertib dan
dipandang periu menetapkan peraturan

kelancaran pemksanaan tugas,

pat pada ayat 2 dan 3 yang berbunyi akan larangan

disiplin PNS yangd terda

dan kewajiban seorand PNS.
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Di era reformasi, netralitas Pegawai Negeri masih merupakan tanda
tanya. Ada berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum
netralitas Pegawai Negeri Sipil, diantaranya Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tfentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang ditindaklanjuti dengan
dikeluarkannya PP 5/1999 dan diganti dengan PP 12/1999, Surat Edaran
Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/N 8.1/M. PAN/S2004,
Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor K.26-17/W.19-14/99
perihal PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik, Surat Ketua KPU Nomor
1077/15/\1/2004, dan juga sikap ketiga dari & Sikap Keputusan Musyawarah
Nasional ke-5 Korpri yang merupakan satu-satunya organisasi PNS di luar
kedinasan, menyatakan "PNS tidak melibatkan diri dalam kegiatan parpol’.

Namun tetap saja dalam Pemilu 2004 banyak dijumpai kasus dimana oknum

Pegawai Negeri Sipil menjadi tim sukses partai tertentu. Demikian juga dalam

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang untuk pertama kalinya

dilakukan pada bulan Juni 2005 yang latu.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2)

disebutkan bahwa Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua
golongan dan partai politik certa tidak diskriminatif dalam memberikan
ntuk menjamin netralitas Pegawai

pelayanan kepada masyarakat. dan U

sud dalam ayat (2}, Pegawai Negeri dilarang

Negeri sebagaimana dimak
artai politik. Sanksi terhadap Pegawai

menjadi anggota atau pengurus P

alam politik diatur dalam pp Nomor 12 Tahun 1899,

Negeri Sipil yang terlibat d
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gaji pokok terakhir selama setahun. Jika dalam tempo figa bulan ia tak
melaporkan diri, ia akan dipecat. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor @ SE/08.A/M.PAN/5/2005 mengatur tentang sanksi
bagi Pegawai Negeri sipil yang terlibat dalam Kampanye Pemilu 2004. Surat
Edaran Menpan No: SE/08 A/M.PAN/S/2005 ini membahas tentang netralitas
Pegawai Negeri Sipil butir (1) Bagi PNS yang menjadi calon Kepala atau
Wakil Kepala Daerah:(a) Wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri
dari jabatan negeri pada jabatan structural atau fungsional yang disampaikan
kepada atasan langsung untuk dapat diproses seusal dengan peraturan
perundang-undangan.(b) Dilarang menggunakan anggaran Pemerintah dan /
atau Pemerintah Daerah.(c) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait
dengan jabatannya. (d) Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberi

dukungan dalam kampanye. Dan butir (2) Bagi PNS yang bukan calon Kepala

Daerah atau Wakil Kepala Daerah (a)Dilarang Terlibat dalam kegiatan

kampanye  untuk mendukung  calon Kepala atau Wakil Kepala

Daerah.(b)Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya

dalam kegiatan kampanye. (€} Dilarang membuat keputusan dan atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

selama masa kampanye

Selai eraturan di atas, ierdapat pula heberapa peraturan dar
ain p

po tentang rincian 1
alam bab [V pasal @ ayat 3 bag g, pasal 11

k likota palo gas pokok dan fungsi jabatan
eputusan wa ikota

pada sekertariat daerah palopo did
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t 3 bag a-
ayat 3 bag a-h, pasal 12 ayat 3 bay ¢ dan d, pasal 15 ayat 3 bag ¢, pasal 20

ayat 3 bag b, dan juga keputusan walikota palopo tentang rincian tugas pokok
dan fungsi jabatan pada badan kepegawaian daerah kota palopo dalam bab
Il pasal 3 bag e dan d, pasal 5 ayat 3 bag e, pasal 10 ayat 3 bag a,c.d dan e,
pasal 14 ayat 3 bag b dan ¢, pasal 15 ayat 3 bag ¢, yang segala sesuatunya
mengatur dan mengikat PNS palopo untuk bersikap netral dalam pikada agar
taat dan patuh pada keputusan yang telah ditetapkan.

Demikian juga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
yang untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2005 yang lalu Diantaranya
diberlakukan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 6
tahun 2005 tenfang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeran dan Surat Edaran
Menpan No: SE/08. AM. PAN/S2005. Bahkan dalam Pasal 61 PP No & Tahun

2005 dengan jelas menyatakan, dalam kampanye, pasangan calon atau tim

kampanye dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat

BUMN/BUMD. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan

kepala desa. Di sana juga disebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan

fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntunghan atau merugikan salah

Ve, Selain itu dalam pasal 79 ayat

mpan
satu pasangan calon selama masa kamp

tentang larangan PHNS, anggota TNI dan

4 UU No 32/2004 yang mengatur
u kampanye dalam Pilkada, Bila PNS

jur
Polri sebagai peserta kampanye dan 1t
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secara nyata terbukti melakukan kampanye sesuai PP Nomor 30/1980 dan

UU no 37 tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan
mendapatkan sanksi. Berdasarkan ketentuan ini, sanksi yang diberlakukan
pertingkat. Mulai dari yang ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa
penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenakan gaji berkala dan
diberhentikan sementara, serta tak menerima gaji dan sanksi berat yakni

diberhentikan dengan tak hormat alias dipecat atau mendapat penurunan
pangkat.

Jadi secara jelas, menurut ketentuan tersebut, bukan melarang PNS
berpolitik, tetapi melarang dengan segala konsekwensi bahwa PNS tidak
dibenarkan menjadi anggota apalagi menjadi Pengurus Partai Politik {politik

Praktis), sedangkan netralitas disini juga harus jelas, karena PNS masih

memiliki hak pilih, tentunya untuk menentukan hak pilih dalam mewujudkan

Pemimpin Pilihan rakyat, seorang PNS akan memberikan dan mempengaruhi

nitai suara yang akan diberikan, tentunya PNS diberi hak untuk mengetahui

figur calon yang inemenubi sebagai pemimpin Filihan Rakyat
Namun kalau sekirany3 georang PNS yangd menjadi calon Kepala atau

Wakil Kepala Daerah, mereka h,:;lrus mundur semenjak mereka sudah intens

am rangka lobi, karena sudah masuk PNS wilayah

dengan Partai Politik dal

k terjadi pada saat ini, dan ini perlu diberi

politik Praktis, kenyataan ini banya
i *mali iak malin
sanksi, sehingga jangan terjadi “maling 1 a
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Kejadian sudah banyak terjadi PNS korban penguasa “Bayangkan
ketika seorang PNS berbicara tentang pilkada, tak diperkenankan,
dintimidasi, kesannya kegiatan politik sangat-sangat dilarang bagi PNS,’
Padahal yang perlu diluruskan, pelarangan bagi PNS hanya dimaksudkan
bagi kegiatan pullitill: praktis. “Jangan salah kaprah, ketahuan berbicara
masalah pilkada malah dimutasi, berbicara masalah pilkada kemudian
disanksi.

Secara legal formal, PNS tidak dibenarkan untuk mejandi anggota dan
Pengurus Partai Politik, dan ikut kampanye calon incumbent, ini akan
membuat keberfihakan PNS ealaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, jadi
pelarangan PNS berpolitik, karena larangan berpolitik tersebut sudah

membuat sebuah diskriminatif dan pelanggaran hak politik

Dahri saleng PNS di kantor walikota palopo pada sub BKD bagian

pengadaan dan mutasi (13 mei 2008) mengutarakan pendapatnyaﬁanksi dan

ketentuan keharusan natral dalam pilkada merupakan dilema yang harus

dialami ng:iap PNS mengingat sanksi yang dapat menjerat mereka. Akan
si seorang manusia untuk merdeka,

tetapi seorang PNS mempunya hak asd
as tanpa ‘ntimidasi dan hebas menginspirasikan

merdeka dalam artian beb
pikiran mereka dikarenakan setiap individu pos sangatiah beragam dah

ang r'ranginginka
g terlepas dari sebuah

n setiap calon yang mereka sukai

berbagai macam karakter ¥
kewajiban, peraturan

pala daerah yan
men gikat satiap PNS

dapat menjadi ke
atau hukum yang mana
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dapat menjadi ke
pa ] pala daerah yang terlepas dari sebuah kewajiban, peraturan

atau hukum yang mana mengikat setiap PNS

Membahas soal logika berpikir yang menjadi logis. Bukankah Badan
Kepegawaian Megara (BKN) lembaga yang paling bertanggung jawab dan
kompeten terhadap PNS? Logis kalau BKN yang paling urgen memberi dan
membuat rambu-rambu afuran main. Tapi menimbulkan konsekuensi hukum
ap=oila rambu-rambu tersebut bertentangan dengan UU 32/2004. Idealnya,
para pembuat UU ketika tahap pembahasan melibatkan seluruh komponen
yang nantinya akan terkait, Pembahasan secara‘ komprehensif  mutiak

diperlukan. Namun sayang, budaya kita cenderung instan.
Ada satu sisi yang menarik di mana substansi dari Peraturan BKN

5/2005 yang sangat kooperatif dan akomodatif terhadap PNS. Berdasarkan

kenyataan empirik di lapangan passarefnmmsi selama lima tahun ini, kualitas

kepala daerah di beberapa daerah ada yang kemampuan, kapabilitas, dan

_kompetensi untuk: mamimpin seebuah organisasi publik setingkat pemerintah

daerah di bawah standar. Dari sini muncul, mengapa tidak me .ggali dan para

ala daerah?
da salahnya jika seorang PNS (kepala

birokrat untuk dijadikan kep

Amirullah menjawab tidak a

daerah) yang mencalonkan diri kembali karend disamping sudah memiliki
segudang pengalaman mereka juga rnasih menmiliki hak untuk mendapatkan
n konira dalam masyarakat.

kursi kepala daerah yang menuai pre da
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Menurutnya penegakan sanksi hukum akan netralitas dari pns itu pun tak
luput dari sikap intimadasi pemimpin atas bawahannya dan terkadang juga
diiming-imingkan jabatan maupun bonus tetapi ada juga sebagian pns itu
memang memilih sang kandidat berdasarkan atas asas kekeluaragaan,
kesukuan (kedaerahan), maupun dari kharisma sang kandidat itu sendiri.
Demikian pula dari beberapa responden yang diwawancarai menyangkut
perihal netralitas didalam pilkada | mereka mengakui sanksi pendisiplinan
hanyalah semacam formalitas agar publik menganggap PNS bebas dari
keberpihakan pada calon incumbent. Karena selama ini seorang PNS tak ada
yang pernah didisiplinkan atas keberpihakannya terhadap calon incumbent

Sanksi dari penegakan hukum terhadap ketentuan netralitas pns

dalam pilkada dapat dilihat dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

yang mana ia mendefenisikan sekumpulan peraturan yang mengatur

kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewaiiban tidak ditaati atau Lara“faaf“

dilanggar oleh Pegawal Megeri Sipil yang dapat dikategorikan sebagal

q herarti setiap ucapan, tulisan, atad perbuatan

pelanggaran disiplin yan
r ketentuan peraturan Disiplin Pegawai

Pegawai Negeri Sipil yand melangga

Negeri Sipil, baik yand dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dan dapat
di kenakan hukuman disiplin yan9 perarti hukuman yang dijatuhkan kepada
FEgawa[ HEgeri 5|p|] karena melanggar FErﬂturan Drﬁlplln dan F"Egawa'
: i turan disiplin adalah

i peri sanksi akan pera
Negeri Sipil yangd perhak mefm

enghukum adalah pejabat yang diber wewenang
gm

pejabat yang berwenan
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menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Megeri dan pejabat yang berwenang

menghukum  adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang

menghukum.
Adapun pengkiasifikaian tingkat dan jenis Sanksi atau hukuman disiplin
dan tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukurn.an disiplin sedang; dan

3. Hukuman disiplin berat.

# Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

a. Teguran lisan,
b. Teguran tertulis; dan

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
# Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
an kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

a. Penunda
kenaikan gaii berkala untuk paling

b. Penurunan gaji sebesar zatu kali

lama 1 (satu) tahun. dan

pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

c. Penundaan kenaikan

# Jenis hukuman disiplin berat terdir dari :
pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk

a. Penurunan pa ngkal

paling lama 1 {satu} tahun;

b. Pembebasan dari jabatan,

B2



c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan

d Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil.

Menurut responden Feranto PNS di kantor walikota palopo pada sub
BKD bagian pendataan dan pelaporan (13 mei 2008); Betapa sulitnya PNS
menjaga netralitasnya. Betapa sulitnya kandidat tidak memanfaatxan
kelompok PNS  untuk meraih kemenargan dalam pilkada. Pada posisi
sedemikian rupa, siapa yang akan mampu menjamin netralitas PNS, walau

sudah ada segudang peraturan parunr:lang-undangan dan sanksi ataukah

hukuman disiplin yang mengikatnya 7
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BAB vV

PENUTUP
Kesim F-u.l_.ﬂn

1. pelaksanaan ketentuan hukum tentang netralitas pns Didalarn pilkada di
kota palopo dilihat pada realitanya seocrang atau sekelompok PNS yang
tidak netral, atau berpihak kepada salah satu pasangan calon / kandidat,
Bukan perkara suka atau vdak suka seorang PNS terhadap kandidat atau
parpol yang diusungnya, akan tetapi kepentingan calon incumbent pada
PNS guna mencari suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan
Pilkada di kota palopo, sikap memihak PNS hanya untuk menjaga karir
seorang PNS agar tak di intimidasi oleh calon incumbent. Akan tetapi

sikap keberpihakan PNS terhadap calon incumbent bertentangan terhadap

terselenggaranya asas pemilinan yang jujur dan adil, menyebabkan

terbentuknya pemerintahan buruk di mata masyarakat dan akan sulit

mandapat kepercayaan rakyat.

' idalam pilkada di kota
2. Penegakan ketentuan hukum tentang netralitas ons Didalam p

hat dalam tidak adanya segrang atau sekelompok PNS

palopo dapat dili |
rpihakannya kepada kandidat / calon

yang didisiplinkan atas kebe

« beratkan pada pelang
pNS dalam pilkada di kota palopo.

garan peraturan atau per
incumbent yang menit

n akan netralitas
an PNS didalam

p-endisiprl'nan kepadanya sesuai

Undang-undanga pILKADA dikota palopo,

|
Maraknya kasus ketidaknelrd

i ' j atau
sepatutnya waijib dijatuhi canks

B4



lam perundang-

da p ang-undangan yang mengatur sikap netralitas PNS dalam
pikada.

Saran-saran

. Sekiranya PNS dikota pa'opo sudah sewaiibnyz netral dalam pilkada agar
PNS tak dianggap sebagai panutan yang buruk di mata masyarakat dan
sudah sepatutnya sebagai pelayan masyarakat harus bertanggung jawab
dan profesional didaiam pekerjaannya bukan mealaikan pekerjaannya
hanya untuk kepentingan mencari suara rakyat untuk calon incumbent
didalam PILKADA palopo.

2 Untuk masa mendatang pendisiplinan PNS harus diprioritaskan dan tak

memandang golongan. Agar tak mengulangi kejadian yang sama guna

untuk mewujudkan PIL KADA yang jurdil.
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